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Tesis ini mengambarkan mengenai perlakuan ekontansi dan perpajakan atas 
piutang tidal< tertagih pada perusahaan pembiayaan konsumen (consumer 
finance). Perumusan masalah dalam tesis ini adalah mengenai aspek akantansi dan 
perpajakan yang terkait dengan piutang tidal< tertagih dalom bal peneadangan 
piutangnya, pengbapusan piutang tidal< tertagih, pelunasan kennbali piutang yang 
telah dihapuskan, serta sita jaminan. Metude yang digunakan adalah studi pustaka 
dengan mengaeu pada Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang 
Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dalam bal peneadangan piutang tidal< 
tertagih, antam aspek alruntansi dan perpajakan tendapat perbedaan yang 
meneolok dimana seeara alruntansi perusahaan melakukan peneadaogan alas 
piutang tidak tertagihnya, namun seeara perpajakan tidal< dlperkenankan sehingga 
terdapal beda sementara (temporary different). Dalom bal pengbapusan piutang 
tidal< tertagih terdapal juga perbedaan metode pengbapusan sehingga bal ini juga 
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terdapat bukti positif dari pibak hukum/terkait, dan proses sita jaminan tersebut 
disepakati oleh kedua belah pihak (perusahaan pembiayaan dan nasabah) 
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BABl 
PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah. 

Perkernbangan era globalisasi yang semakln maju mendorong seluruh 

industri unWk senantiasa herinovasi dalam produknya agar mempermudah 

konsumen dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Ini terlihat dari semakin 

banyaknya produk rumah tangga yang dilengkapi dengan teknologi terkini yang 

sangat mudah dioperasikan oleh siapapun, bal inJ mendorong masyarakat untuk 

memanfuaikan produk tersebut. Namun yang menjadi kendala adalah barga 

produk tersebut tentunya tiduklah murab, sebingga tidak semua kalangan 

masyarakat dapat membeli produk tersebut. Kendala yang dibadapi sebagian 

masyarakat Indonesia ini dimanfaatkan oleh para peiaku bisnis pemhiayaan 

dengan mengeluarkan program pinjarnan modal maupun pemberian kredit pada 

masyarakat yang pembayarannya dopa! dilakukan secam bertahap. Hal ini terbukti 

efektif untuk menarik minat konsumen, inJ terlihat dari semakin banyuknya 

masyarakat memanfaatkan fasilitas pandaeaa• melalui mekanisme pinjaman 

modal den kredit. Minat kollSUml:!l yeng meningkat inJ dipaparkan oleh Biro Riset 

Inlnbeuk (birl) No. 353 agustus 2008 volume XXX yang menyatakan bahwa 

pembiayaan untuk masyarakat mengalarni partumbuhan dari lllhun-ke lllhun. 

Fakta inJ mendorong pemerinlllh untuk mengeluarkan peratunm bern mengenai 

perusahaan pembiayaan yang merupakan revisi dari peraturan sebelUlllJl}'11. Dan 

peratunm yang sampai saat inJ masih digunakan adalah Peratunm Mentari 

Keuangan nomor 84/PMK.O 12/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. 

Dalarn Peratunm Menterl Keuangan nomor 84/PMK.01212006 tentang 

Perusahaan Pembiayaan, mendefinisikan bahwa Perusahaan Pembiayaan adalah 

badan usaha diluar bauk dan lembaga keuangan bukan bauk yang khusus didirlkan 

untuk melakukan keglatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga 

pembiayaan. Bideng usaba lembaga pembiayaan meucaknp beberapa altematif 

kegiawt pembiayaan seperti sewa guna usaha (/easing), anjak piutang (factoring), 

kartu kredit (credit card), den pembiayaan koDSumen (consumer firumce). 

1 Universitas Indonesia 

Aspek Akuntansi..., Indah Lestari, FEB UI, 2009



Dalam prakteknya, lembaga pembiayaan ini tidak melakukan empat 

macam unit kegiatan yang disebutkan dalam peraturan tersebut, melainkon boleh 

memilih unit kegiatan yang dijala:nkan. Misalkan mereka bonya melakukan Sewa 

Guna Usaha (Leasing) dan Pembiayaan Konsumen (consumer finance) seperti 

yang dilakukan oleh Adira Dinamika Multifinance, Wabona Otto Multiartha. 

Peranan yang menonjol darl jasa perusahaan pembiayaan adalah 

menyediakan dana bagi roasyarakat yang memerlukan somber dana pembiayaan 

balk untuk keperluan investasi, modal ketja, atau semata-mata untuk barang yang 

akan dipakai sendiri (konsumsi). 

Masing-masing lembaga pembiayaan harus dapat meruuik sebonyak 

mungkin nasahah yang memanfaalkan prndulmya dengan melakukan pendekatan 

dan penganalan lebib dekat dengan masyarakat. Namun perusahaan juga harus 

memperhatikan kendala yang akan muncul dad bisnis yang dijalaukannya. Sah!h 

satu kendala hesar yang dihadapi adalab resiko tidak tertagih atas piutang 

nasababnya. 

Penyebah piutang tidak tertagib di perusahaan pembiayaan tetjadi karena 3 

fuktor, yaitu: (I) faktor ekstemal nasahah, seperti keadaan ekonomi & politik yang 

tidak stabi~ fluktuasi nilai mata uang rupiah, laju inflasi yang merdngkat, tingkat 

pemaingan industri yang makin ketat {2) faktor intemal nasabah, seperti kesulitan 

keuangan dan belum memahami dengan benar mengenai transaksi pembiayaau 

konsumen (3) fuktor internal perusabaan pemblayaan, seperti lemahnya 

pengawasan kredit yang berupa kelemahan dalam prinsip pengenalan nasabah, 

prinsip mengenal nasabah ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kenangan 

Republik Indonesia nomor 451KMK.06/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal 

Nasabab Bagi Lembaga Keuangan Non Bauk. Selain tiga faktor diatas, penyebab 

tetjadinya kreditlpiutang tidak tertagih di perusabaan pembiayaan adalab tidak 

terpenultinya 5C yaitu Collateral, Capacity, Character, Capital, dan Condition of 

Economy. Terkadang pemsabaan pembiayaan mengesampingkan Collateral 

Gambem), karcna perusabaan pembiayaan tidak berorientasi pada jaminan. (Juli 

Jrmayanto, Zainal A lndradewa, dll, 2002). 

Antara News 12 Februari 2008, wakil ketua APPI (Asosiasi Perusahaan 

Pembiayaan Indonesia) Wiwie Kunda menyampaikan babwa pombiayaan 

Universitas tndonesfa 

Aspek Akuntansi..., Indah Lestari, FEB UI, 2009



3 

konsumen mendominasi pangsa pasar Indonesia sebesar Rp. 67.5 triliun, 

dibandingkan bidang usaha pembiayaan lainaya, yaitu sewa guna uaaha sebesar 

Rp. 36,5 lriliun, anjak piutang sebesar Rp. 2,1 triliun dan kartu kredit sebesar Rp. 

I ,4 lriliun. Hal ini berarti untuk unit kegiatan pembiayaan konsumen memiliki 

resiko piutang tidak tertagih yang lebih besar dibandingkan unit kegiatan yang 

diselenggarakan lembaga pembiayaan lainnya. Fakta ini seharusnya menjadi 

baban pertimbangan pemerintah untuk menyusun pemturan-pemturan mengenai 

lembaga pembiayaan khu.susnya pembiayaan konswnen untuk mengatasi masalah 

ini. Namun hal ini belum terlibat, karena dari sisi akuntansi dan perpajakan belum 

terdapat aturan khusus yang mengatur mengenai kegiatan pembiayaan konsumen. 

Dati aspek akuntansi, pemerintah tidak mengelnarkan standar baku 

mengenai perlaknan akuntansi untuk usaha pembiayaan konswnen, sehingga 

dalam bal ini perusahaan pembiayaan konswnen mengaeu pada standar akuntansi 

umum yang digunakan pula oleh industri lain yang mempnnyai unit kegiatan 

hampir sama dengan unit kegiatan yang dilakukan oleb pembiayaan konswnen. 

Selain itu, dati aspek perpajakan, balum terdapat pula aturan peq>ajakan yang 

seeara khusus mengakomndir unit bisnis pembiayaan konsumen terutama dalarn 

hal piutang tidak tertagih atas nasabalmya. Jika dilibat dari propon;i. jenis kegiatan 

yang banyak dimanfaa1kan masyarakat menunjakkan bahwa pembiayaan 

kons\llllen menempati persentase kegiatan terbesar. Dati unit kegiatasn yang 

dilaksanakan oleb pembiayaan konsumen berupa program pembiayaan untuk 

kebutuhan konswnsi terdapat kemungkinan piutang tidak tertagih. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dimuka, maka perUlllusan masalah dalarn penelitian IDl 

adalah: 

1. Bagaimanakah perlakuan akuntansi dan pe!J"Yakan atas pencadangan piutang 

tidak tertagih pada pembiayaan konsumen (consumer finance)? 

2. Bagainnma perlalruan akuntasi dan perpajakan atas penghapusan piutang tidak 

tertagih yang relah dicadangkan pada pembiayaan kons\llllen (consumer 

finance)? 
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3. Bagaimana perlakuan akuntansi dan perpajakan atas pelunasan piutang yang 

telah dihapuskan pada pembiayaan konsumen (consumer finance)? 

4. Bagaimana perlakuan akuntansi dan perpajakan atas sita jaminan pada 

pembiayaa.n konsumen (consumer finance)? 

1.3. Pembatasan Masalah 

Karya akbir ini dibatasi sampai dengan tabun pajak 2008. Karena dalam 

tahun pejak 2009, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No.36 tahun 

2008 sebagai perubahan atas Undang-Undang No.17 tahun 2000 mengenai P'\iak 

Penghasilan. 

1.4. Tujoan Penelitian 

Berdasar rumusan masalab diatas, maim tujuan penelitian ini adalab : 

I. Untuk mengetabui perlakuan akuntansi dan perpajakan atas pencadangao 

piutang tidak tertagib pada pembiayaan konsumen (consumer finance). 

2. Untuk mengetahui perlakuan akunlasi dan perpajakan alas pengbapusan 

piutang tidak tertagib yang dieadangkan peda pembiayaan konsumen 

(consumer finance). 

3. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi dan perp'\iakan atas pelunasan piutang 

yang telah dibapuakan peda pembiayaan konsumen (consumer finance). 

4. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi dan perpajakan alas sita jaminan peda 

pembiayaan konsumen (consumer finance). 

1.5. Mamaat peoelilian 

Manfaat dari penelitian ini adalab untuk : 

I. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini dapat menjadi baban masukan dan sumber bagi 

pengembangan dan pengkajian konsep pembiayaan konsumen (consumer 

finonce) seeara akuntansi dan perpajakan, dan menjadi tambaban referensi 

bagi penelitian selanjutnya peda bidang kajian sejenis. 
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2. Manfilat Praktis. 

a. Perusahaan Pembiayaan 

Hasil penelitian ini dapat menjadi baban masu.kan bagi pihak 

manajemen perusahaan untuk menetapkan pemturan perpajakan yang 

sesuai dengan unit bisnis yang dijalankan. 

b. Pemerintah 

• Direktomt Jenderal Lembaga Keuangan dan Bapepam Lembaga 

Kenan gao 

Basil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi 

pibak Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan dan Badan Pengawas 

Pasar Modal Lembaga Keuangan untuk menetapkan aturan yang jelas 

mengeuai unit bisnis pembiayaan konsumen (consumer finance}. 

• Direktorat Jenderal P(\jak 

Hasil panelitian ini dapat dignnakan sebagai masukan bagi 

Direktorat Jenderal Pajak untuk menetapkan paraturan perpajakan 

mengenai pencadangan piutang tidak tertagih pada unit usaha 

parabiayaan konsumen (consumer jirUJnce}. 

1.6. Jenis dan Metode penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggnnakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan 

lrualitatif yaitu dengan menjelaskan, meringkas dan membabes data yang 

didapatkan dan memapatkannya. 

2. Metode Pengumpulan Data Penelitian 

Studi Literatur dengan pangumpulan data deogan cara mencari referensi 

dari buku, majalah, paraturan perundangan dibidang parpajakan dan lembaga 

kenangan yang tetkait dan dikeluaakan oleh pibak yang berwenang. 

1.7. Sistemalika Pennlisan 

Karya akhlt ini menyajikan pambahasan secara sistamatis dan saling 

terkait. Sehingga untuk memudahkan pamahaman, karya akhir ini dibagi ke dalam 

beberapa bab dan sub bab sebagai berikut: 
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BABll. 

BABill. 

BABIV. 

BABV. 
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PENDAHULUAN 

Bab ini memaparkan Jatar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian,. manfaat penelitian. metode penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Bah ini berisi tinjauan pu.<laka yang rnendasari penelitian ini, yakni 

pembabasan mengenai pembiayaan konsumen (consumer finance), 

piutang dagang, cadangan kerugian piutang. 

PERUSAHAAN PEMBIA Y AAN D!INDONESIA 

Bah ini memaparkan mengenal perusabaan pembiayaan di 

Indonesia secara keseluruban. 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini akan menguraikan analisis terhadap pennasalaban yang 

dinlmuskan pada bah L 

PBN!ITUP 

Pada bagian ini dihabas mengenai kesimpulan atas pemeparan yang 

n:lah dlt11angkan pada bagian-bagian sebelumnya, memberikan 

alasan pembatasan masalah dan memberikan saran. 
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BAB2 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 PEMBIAY AAN KONSUMEN (consumer finance) 

a. Definisi 

Peraturan Menteri Keuangan nomor S41PMK.01212006 tentang 

Perusahaan Pembiayaan mendefinisikan perusahaan pembiayaan (consumer 

finance) adalah kegiatan perubiayaan untuk pengadaan bamng berdasarkan 

kebuluhan konsumen dengan pembayamn secara angsurnn. 

Selain definisi derl Pemturan Menterl Keuangan diatas, pembiayaan 

konsumen ruenurut T. Susilo, Sigit Triandaru, A. Totok Budi mendefinisikan 

bahwa perubiayaan konsumen adalah suatu pinjamanlkredit yang diberikan 

oleh suatu perusahaan pembiayaan kepada debltur tmtuk pembelian barang 

deo jasa yang dikonsumsi oleh konsumen, deo bukan untuk tujuan 

produksi/distrlbusi Cf. Susilo, Sigit Triandaru, deoA. Totok Budi-1999). 

b. Jenis kegistan pembiayaan koosumen 

Sesuai dengan pasa1 6 (I) dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 

84/PMK.01212006 teotang Perusahaan Pembiayaan, kegiatan pembiayaan 

konsumen dilakukan dalarn bentuk penyediaan dana tmtuk pengadaan barang 

berdasarkan kebutuhan konsumen. Kebutuhan konsumen tersebut meliputi: 

L Pembiayaan kendaraan bermotor 

2. Pembiayaan alat-alat rumah tangga 

3. Pembiayaan alat-alat elektronik 

4. Pembiayaan perumahan 

c. Pibak-pihak yang terikait 

Dalarn buktmya multi finance handbook-2004, Budi Racbmat menuliskan 

pihak-pibak yang terkait dalam pembiayaan konsumen adalah: 

I. Kreditur/perseroan 

Adalah perusahaan pembiayaan konsumen atau pernsahaan pembiayaan 

yang telah mendapatkan izin usaba derl Menterl Keuangan. 
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2. Debitur!peminjam 

Adalah perorangan atau individu yang mendapatkan fasilitas pembiayaan 

konswnen dari kredilur. 

3. Supplier/dealer/developer 

Adalah perusahaan atau pihak-pihak yang menjual atau menyediakan 

barnng kebutuhan konsumen dalam rangka pembiayaan konsumen. 

2.2 DASAR-DASAR PERPAJAKAN 

a. Definisi Pajak 

Definisi Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemilro, SH (Mardiasmo-

2003) ada!ah iuran rakyat kepada kas negam berdasarkan Undang-Undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal {lrontraprestasi) 

yang langsung dapat ditul\jukkan dan yang dignnakan untuk membayar 

pengeluaran umum. 

IJ. Fungsl Pajak 

I. Fungsi budgetair 

Pajak sebagni sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluarannya. 

2. Fungsi Regulerend (mengatur) 

Pajak sebagai alat untnk rnengatur atau melakaanakan kebijakan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonnmi. 

e. Syarat Pemungnlan Pajak: 

I. Syarat Keadilan (pemungutan pajak barus adil) 

Sesuai dengan tujuan hukum yakni meneapai keadilan, Undang-Undang 

dan pelaksanaan pemungutan barns adil. Adil dalam perundang-undangan 

diantaranya mengenakan pajak seeara umum dan merata. Sedangkan adil 

dalam pelaksanaanya yakni memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk 

mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan 

banding kepada majelis pertimbangan pajak. 
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2. Syarat Yuridis (pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang) 

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 

memberikan jarninan hulrum untuk menyatakan keadilan, balk bagi negara 

maupun warganya, 

3. Syarat Ekonomis (tidak menggangu perlronomian) 

Pemungutan tidak boleh menggangu kelancaran kegiatan pmduksi 

maupun perdagangan, sehingga tidak menimhalkan kelesuan 

perekonomian masyarakat 

4. Syarat Finansiil (pemungutan pajak barus efisien) 

Sesuai fungsi budgetalr, biaya pemungutan pajak barus dapat ditekan 

sehingga lebih rendah dari basil pemungutannya. 

5. Kesederhanaan 

Sistem pemungutan pajak yang sederluma akan memudabkan dan 

meedorong masyarekat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya 

2.3 BPR (Bank Perkreditan Rakyat) 

a. DeliDisi BPR 

Bank Perkreditan Rak:yat ada1ah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensiouai dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Undang

Undang Republik Indonesia No. 10 tabun 1998 tentang perubaban atas 

Undang-UndangNo. 7 tabun 1992 tentang Perbankan). 

b. Kegiatan Usaba BPR 

Kegiataan nsaha yang dijalanakan oleh BPR (Bank Perkreditan Rak:yat) 

adalah sebagai berilrot: (Juli Innayanto, ZainaJ A lndradewa, Tjipto Roso, 

Tonny Hasibuan, Desmizar-2002) 

1. Mengbimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa 

depuaito berjangka, tabungan dan alau benrek lainnya yang dipersamakan 

dengan itu. 

2. Membarikan kredit 
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3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi basil 

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam pernturan pernerintah 

4. Menernpatkan dananya dalarn bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SB!), 

deposito beJjangka, sertifikat deposit dan atau tabungan pada bank lain. 

c. Perlakuan alas pen£8dangan piutangnya 

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 

204/KMK.0412000 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri 

Keuangan nomor 80/KMK.04/1995 tentang Besamya Dana Cadangan Yang 

Bo!eh Dikurangkan Sebagai Biaya menetapkan besamya cadangan piuteng tak 

tertagih yang bisa dibentuk dltentukan sebagai berilrut: 

I. 0,5% (setengah perseratus) dari kredit yang digolongkan lancar 

2. 3% (tiga perseratus) dari !credit yang digolongkan kurnng lancar setelah 

dikurnngi dengan agonan yang dikuasai 

3. 50"~ {lima puluh perserntus) dari !credit yang digolongkan diragukan 

setelah dikurnngi dengan nilai agunan yang dikuasai 

4. 100"~ {seratus perserahls) dari kredit yang digolongkan macet yang masih 

tercatat dalam pembukuan bank setelah dikurnngi dengan nilai agunan 

yang dikaasai. 

2.4PIUTANG 

a. Definisi Piuiang 

I. Menurut Donald E. J{jeso, Jerry J. Weygand~ dan Terry D. Warfield-

2002: 

Definisi piutang adalah klaim uang, barang, atau jasa kepada 

pelanggan atau pihak-pihak lainnya. 

Definisi piutang usaha adatah janji lisan dari pembeli untuk membayar 

barnog atau jasa yang dijual. 

2. Menurut Zaki Baridwan-2004: 

Piutang dagang merupakan piuteng yang timbul dari penjualan barang

barnog alau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusabeau di mana dalarn 
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keadaan normal perusahaan, biasanya piutang dagang akan dilunasi dalam 

jangka waktu kurang dari satu tahun. 

3. Menurut Sukrisno Agnes dan Estralita-2007: 

Piutang terjadi akibat penjualan barang atau penyetahan jusa untuk 

kegiatan usaba normal perusahaan. Piutang terjadi karena penjualan atau 

penyetahan jasa seeara krediL 

b. Definisi Piutang Tidak Tertagih 

Menurut Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, dan Terry D. Warfield-

2002, definsi untuk piutang tidek tettagih adalah kerugian pendapatan, yang 

memerlukan, melalui ayat jumal peneatatan yang tepat dalarn akun, penurunan 

aktiva piutang usaba serta penurunan yang berkaitan dengan laba dan ekuitas 

pemegang sabarn. 

e. Delinisi Piulang Pembiayaan Konsomen 

Dalarn catatan atas Laporan Keuangan PT. Adira Dinarnika Multi Finance 

Tbk 31 Maret 2007 dan 2006, perusahaan mendefinisikan bahwa piutang atas 

pembiayaan konsumen merupakan jumloh piutang setelah dikumngi bagian 

pembiayaan bersama, pendapatan pembiayaan konsumen yang belum dialrui 

dan penyisihan kerugian piutang. 

d. Syarat Plulang Tidak Tertagib berdasarkan Pajak 

Menumt Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan 

pasal6 ayat I (h), terdapat syarat piutang yang nyata-nyata tidek dapat ditagib: 

1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam lapornn laba rugi komersial 

2. Telah disetahkan perkara penagibannya kepada Pengadilan Negari atau 

Badan Urusan Piutang dan Lelang Negam (BUPLN) atau adanya 

petjanjian tertulis mengenai penghaposan piutang/pembebasan utang 

antara kreditur dan debitur yang bersangkutan 

3. Telah dipahlikasikan dalam penerbitan umum atau kbusus 

4. Wajib Pajak barus menyerahkan daftar piutang yang tidal< dapat ditagib 

kepada Direktorat Jendernl Pajak. 
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e. Metode Pencatatan Piutang Tidak Tertagib 

T erdapat dua macam metode yang bisa digunakan dalam melakukan 

peneatallln atas piutang tidak tertagih menurut Donald E. Kleso, Jerry J. 

Weygandt, dan Terry D. Warfield-2002: 

I. Metode Penghapusan Laugsung (direct write-off method) 

Tidak ada aynt jumal yang dibuat sampai suatu akun khusus telab 

ditetapkan secara pasti sebagai tidak tertagih. Kemudiau kerugian tersebut 

dieatat dengan mengkredit piutang usaba, dan mendebet beban piutang 

tidak tertagih. 

2. Metode Peuyisihan!Peneadangan (allowance method) 

Suatu estimasi dibuat menyanglrut perkirnan piutang tidak tertagih dari 

semua penjualan kredil atau dari total piutang yang beredar. Estirnasi ini 

dicatat sebegai bebau dan pengurang tidak langsung terhadap piutang 

usaba (melalui kenaikan akun penyisihan) dahun periode di mana 

penjualan itu dieatat 

Para pendukeng metode penyisihanlpeneadangan berkeynkinau babwa 

beban piutang tidak tertagih harus dieatat pada periode yang sama seperti 

penjualan untuk mendapatkan penandingan yang tepat atas bebau dan 

pendapatan serta untok mendapatkan nilai tereatat yang tepat atas piutang 

usaba. 

Untuk menaksir jumlab piutang yang tidak dapat ditagih, manajemen 

dapat menggunakan dua dasar, yaitu : 

Persentase dari penjualan 

Estimasi peneadangan piutang berdasarkan persentase penjualan bisa 

didasarkan pada persentase penjualan pada periode tersebut atau 

persentase penjualan pada pangalaman masa lalu dari saldo piulllng 

yang tidak tertagih. 

Persentase piutang 

Berdasarkan pengalaman masa lalu, perusahaan dapat mengestimasi 

persentase piutang yang terdapat kemungkinan tidak dapat tertagih, 

tanpa mengidentifikasi piutang tertentu. Pendakatan yang dapat 

digunakan dalam persentase piutang adalah tarif gahungan (composite 
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rate) dan skedul umur piutang (aging schedule) dcngan menerapkan 

pcrsentase yang berbeda berdasarkan pcngalaman masa lalu pada 

berbagai kategori umur. 

f. Penyisihan kerugian piutang & penghapusbukuan piutang 

Dalam menetaplom penyisih&t piutang dan penghapusbukuan piutang, 

setiap pernsabaan mempunyai kebijskan masing-masing. Perusahaan 

menetaplom penyisih&t kerugian piutang berdasarkan peuelaahan secara 

keseluruban terhadap keadaan akun piutang pada akbir tahun, dengan 

mempertimbanglo!n umur piutang pembiayaan konsumen. Piutang skan 

dibapusbukukan setelab menunggak lebih dari 210 hari. Peneri!DlJlill dari 

piutang yang dihapusbukuklm diakui sebagai pendapatan lain-lain pada saat 

diterima. (Catalan atas Laporan Keuangan PT. Adira DiDJunika Multi Finance 

Tbk 31 Maret 2007 dan 2006). 

2.5 BEDA TETAP DAN BEDA TEMPORER 

Pengbitungan Pajak Penghasilan dilakukan dengan terlebih dabulu melukuklm 

koreksi atas penghasilan sebelum pajak yang berasal dari laporan laba rugi. 

Koreksi inl dilakukan agar laba akuntansi sesuai dengan peraturan pajak yang 

berlaku, sebingga dihasilkan laba fiskal. Koreksi fiskal dikelompoklom menjadi 

dua bagian, yaitu hada letap (permanent difference) dan beda waktu/temporer 

(Jemporary difference). Keduajenis tersebut dijelaskan sebagai berikut (Marisi P. 

Purba-2005): 

L Beda Tetap (permanent difference) 

Disebablom adanya perbedaan pengakuan beban dan pendapatan antar 

pelaporan komersial dan fiskal. Perbedaan ini mengakibatlrnn adanya 

perbedaan laba fiskal dan laba komersial. 

2. Beda waktultemporer (temporary arjference) 

Disebablom adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan pengbasilan dan 

beban rertentu menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakun. Perbedaan inl 

mengakibatlrnn pargeseran pengakuan beban antara satu tahun pajak ke tahun 

pajak lainnya. 
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BAB3 
PERUSAHAAN PEMBIAY AAN Dl INDONESIA 

Kegiatan perusahaan pembiayaan (multi finance) mulai diperkenalkan oleh 

pemerintah dengan dikeluarkannya Paket Kebijaksanaan 20 Desember 1988 akan 

tetapi sebenamya usaha pembiayaan sudah diperkenalkan sejak tahun 1974 yaitu 

dengan dike1uarkannya Sural Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri 

Perindustrian, den Menteri Perdagangan dengan nomor masing-masing 122/1974, 

32/1974, dan 3011974 tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan Usaha Leasing. 

Usaha leasing tersebut mendapat sambntan yang baik dari masyarakat sebagai 

salab satu altematif pembiayaan, sehingga pada tahun 1988 diterbitkan Keputusan 

Presiden no. 61 tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Lembaga 

Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan no. l2511KMK..01311988 tentang 

Tata Cam Pelaksanaan Lernbaga Pembiayaan yang meneakup jenis usaha 

pembiayaan selain leasing, yaitu modal ventura (venture capital), anjak piutang 

(foctoring), pembiayaan lronsumen (co1111umer finance), kartu kredit (credit carli), 

dan perdagangan sura! berbarga (security lwuse). Dainm perkembangannya, 

lcegiatan perdagangan surat berbarga dan kegiatan modal ventura dipisabkan dari 

usaha pembiayaan ini dikarenakan kedua jasa ini memiliki karakterislilc yang 

berbeda dengan empat !ernbaga pembiayaan Jainnya (Budi Rachmat-2004). 

Sehingga dalam peraturan selanjutnya, usaha perdagangan sura! berbarga dan 

modal ventura tidak dimasukkan sebagai jenis kegiatan perusabaan pembiayaan, 

seperti dalam peraturan terbaru mengenai perusabaan pembiayaan, yaitu Peraturan 

Menteri Keuangan nomor 841PMK.012/2006 tentang Perusabaan Pembiayaan 

yang hauya mencantumkan empat kegiatan usaha: 

a. Sewa Guna Usaha. 

b. Anjak Piutang. 

c. Usaba Kartu Kredit 

d. Pembiayaan Konsumen. 

Seiring penremhaugan bisnis syariab di Indonesia beberapa tahun terakbir 

ini, perusabaan pembiayaan berupaya untuk mengakomodasi hal tersebut dengan 

membentuk suatu sistem pembiayaan dengen konsep syariab. Konsep syariab ini 
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dibentuk dengan mengacu pada hukum syariah Indonesia. Dibawah ini akan 

dibahas mengenai kegiatan usaha pembiayaan balk perusabaan pembiayaan 

konvensional maupun pembiaya.an konsumen syariah. 

3.1 Perusabaan Pembiayaan Konvensional 

3.1.1 Sewa Goa Usaba (ll!llSing) 

J(egiatan Sewa Guna Usaha (leasing) di Indonesia perama kali 

diperkenalkao oleb pemerintab pada tabun 1974, yaitu dengan dikeluarkannya 

Sumt Kepotusan Bersama Menteri Keuangan. Menteri Perindustrian dan Menteri 

perdagangan dengan nomormasing·masing 12211974; 32/1974; 30/1974 tanggal7 

Februari 1974 tentang Perizinan Usaba Leasing. Kehadiaran bisnis sewa guna 

usaba di Indonesia meneiptakan sarana barn untuk pengembangan investasi bagi 

dunia usaba balk usaba kecil maupun usaba besar. Dengan adanya jasa sewa guna 

usaha, pengusaha dapat melakukan perluasan produksi, penambaban bar.mg 

modal, dan altematif pendanaan dengan cepat (Budi RBchmat-2004). 

a. Delibisl 

Menurut Peratumn Menteri Keuangan No.841PMK.01212006, Sewa Guna 

Uaaba (SGU) adalab kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang 

modal balk secara SGU dengan bak opsi (Finance Lease) maupun SGU l.!!npa 

hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha 

(lessee) selama jangka waktu tertentu beadasarkan pembayaran seeara 

angsuran. 

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.ll69/K.MK.Ol/1991 Sewa 

Guna Usaha adalab kegiatan pambiayaan dalam bentuk penyadiaan barang 

modal balk seeara sewa guna usaba dengan hak opsi (finance lease) maupun 

sewa guna uaaba tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh lessee 

selarnajangka waktu tertentu benlasarkan pambayaran secara berkala. 
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b. Pibak-pibak yang terkait 

Pibak-pihak yaog terkait dalarn transaksi sewa guna usaha, yaitu: 

1. Lessor 

Pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada lessee dalam bentuk 

penyewaan barang modal. 

2. Lessee 

Pibak yang menyewa berang modal dari lessor. 

3. Supplier 

Pibak yang mengadakan/menyediakan barang untuk dijual kepada lessee 

dengan pembayanm tunal oleh lessor. 

4. Baok atau Kreditur 

Pibak yang menyediakan dana kepada lessor maupun supplier. 

c. Klasiflkasi berdasorkan opsi kepemilikan 

Keputusan Menteri Kenangan nomor ll691KMK..Olll991 tentang Sewa Guna 

Usaha (Leasing). 

1. Sewo Guna Usaha dengm hak opsi 

Jumlah pembayamn sewa guna usaha selama masa sewa guna pertama 

ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga 

peroleban barang modal dan keuntungan lessor. 

- Masa sewa guna usaha ditetapkan sekurangnya 2 tahun untuk barang 

modal golongao I, 3 tab.un untuk barang modal golongan II dan ill, dan 

7 tahun untuk golongan bangunan. 

- Perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi 

lessee. 

2. Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi 

Jumlah pembayaran se!ama masa sewa guna usaha pertama tidak dapat 

menutupi harga pero!ehan barang modal yaog disewa guna usahakan 

ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor. 

- Pcrjanjian sewa guna usaha tidak memuat ketentuan mengaual opsi 

begi Jesse. 
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d. Klasifikasi oleh Lesse 

Perjanjian 
Lease ya -----+, 

f'"'" 
Adanya 

transfer hak ya-----~ 

milik 

l 
Ada 

kemungkinan yo ____ _,. 

memberi hak 
alrtiva yang 

dispwa 

+ 
Jangka waktu 

ya----_,. 

sewa>75% 
umur 

ekonomis yo 

~ 
Nilai ya -----<>! 

pembayaran 

>90%dart 
harga akttva 

~ 
Operating 

Lease 1 Capital Lease 1 

Gambar 3.1 Kiasifikasi Sewa Guna Usaha oleb Lesse 
Sumber: Zald Baridwan~ 1984 

Ketemngan Gambar: 

17 

Jika dari poin dari pertanyaan yang ada menunjukkan opsi jawaban 

"tidak", maka sewa guna usaha tersebut digolongkan dalam Operating Lease, 

namun sebalilrnya jika jawahan pertanyaan rnenunjukkan opsi jawaban ')a" 

maka sewa guna usaha tersebut asuk dalam golongan Capital Lease. 
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e. KJasifikasi Sewa Guna Usaba berd:asarkan kegiatan usaha 

1. Captive lessor 

Lessor memiliki supplier sendiri yang berperan sebegai perusahaan induk. 

Pihak pertama terdiri alas perusahaan induk dan anak perusahaan dan 

pihak keduanya adalah lessee sebagai pemakai barang. 

Pembayaran / / 

Penjualan Barang Subsldlarv 
1/ 

Kontrak 

Angsuran 

( L____ ~_o 
Gambar 3.2 Captive Lessor 

Sumber: Juli InnayaniO, Zalnal 1\ Jndrndewa, dl~2002 

2. Independent Leasing Company 

Lessor bebas membeli barang modal dari berbagai supplier kemudian 

dilease kepada pemakai . 

/ 0 Pembelian f (1 
._I_ .... Su .... p'-'p'-ll .... e_r --' --.,_-_"'_P:Ce~m:b<l~~va~r~a_n-_-_-_+_ ~~odeoendent [) 

Kont rak 

Angsur 

Lessee 
1/ 

Gam bar 3.3 lmiependenl Le(l$ing 

Sumber. Juli Irmayanto. Zamal A Im:lradewa, dll~2002 

Universttas lndor1esia 

Aspek Akuntansi..., Indah Lestari, FEB UI, 2009



19 

3, Lease Broker atau packager 

Brolrer yang biasanya tidak memiliki baranglperalatan, hanya berfi.mgsi 

mempertemukan calon lessee dengan lessor. 

/ 

jJ~ ( 0 r Lease ......,. 
Batana 

i 
( Pendanaan 0 

Gambar 3.4 Lease Broku 
Sumber. Juli lnnayanto, Zainal A Jndmdewa, dll-2002 

f. Pros .. tnmsaksi Sewa Guna Usaha seeara umum 

(Juli Irmayanto, Zainal A Indradewa, dll-2002) 

1. Lessee mengbubungi supplier untuk penentuan jenis barang, spesifikasi, 

harga,jangka waktu pengiriman. jaminan puma jual yang akan dilease. 

2. Lessee bemegosfasi dengan lessor. Lessee dapat meminta lease quotation 

yang memual syarat-syarat pembiayaan seperti: keterangan barang, barga, 

cash security depasitt residual value, asuransi. biaya administrasi, jaminan 

uangsewa 

3. Les£or mengirim letter of offer yang berisi syarat-syarat pokok 

persetujoan. 

4. Lessor dan lessee menandatangani kontrnk dengan cakupen: pihak-pihak 

yang terkait, bak ntilik, jangka waktu, jasa leasing, opsi bsgi lessee, 

penutupan asuransi, tanggung jawab alas objek leasing, perpajakan. jadual 

pembayaran angsuran sewa 

5. Lessor mengirim order beli setta instruksi pengiriman padasupplier. 
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6. Supplier mengirim barang dan lessee mengeceknya. Jika sesuai, lessee 

menandatangani sural tanda terima, perintah bayar yang diserahkan kepada 

supplier. 

7. Supplier menyerahkan ftlkturldokumen kepada lessor. 

8. Lessor membayar kepada supplier. 

9. Lessee membayar sewa"""""' berkala kepada lessor. 

g. Keunluoflllll dan kerugian Leasing 

1 Keuntungan Leasing 

Dibawah ini terdapat bebernpa alasan klien menggunakan sewa guna usaha 

dalam melakukan pambiayaan (Juli Irmayanto, Zaiual A Indrndewa, dll-

2002): 

Pembiayaan penuh (100"10) tanpa uangmnka 

Pembayarao angsuran relatif lleksibel 

Terlindung dari resiko keusangan (out of date) 

- Tingkst keamanao pembiayaan lebih teljamin 

2 Kerugian Leasing 

Selain keutungao-keuntungan tersebut diatas, sewa guna usaha juga 

mempunyai kelemaban antara lain sebagai berikut (Kasmir-Bank dan 

Lembaga Keuangan Lainnya, 2008): 

Pembiayaan seeara leasing merupaksn sumber pambiayaan yang relalif 

mabal hila dibandingkaa dengan kredit investasi dari bank. Hal ini 

te!jadi ksrena sumber dana lessor pada umunmya dari bank atau 

lembaga keuangan bnkan bank. 

Barang modal yang disewagunausabaksn tidak dapat dicantumkan 

sebagai unsur aktiva lesee untuk tujuan 11Collateral Credit' dari Bank, 

yaitu "Trade Creditor" mungkin akan menilai perusabaan tersebut 

memiliki posisi keuangan yang lemab. 

Bagi para pemsabaan tertentu kedang-kadang timbul masalab prestise 

antara memiliki barsng modal sendirl atau lease. 

Resiko yang lebih besar pada lessor, artinya adanya tanggung jawab 

yang menuntut pibak katiga jika terjadi keeelakaan atau kerusakan 
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atas barang orang lain yang disebabkan oleh "lease property" tersebut, 

dan juga lessor belum tentu yakin bahwa barang lease tersebut bebas 

dari berbagai ikatan seperti "liens (gadai)", "prefercnces11
, 

11priorities", 

"charges1
' atau kepentingan~kepentingan lainnya. 

3.1.2 Anjak Piulang (factoring) 

a. Definlsi 

Definisi perusahaan anjak piutnng menurut Keputusan Menteri Keuangan 

No. 1251/KMK.OJ/1988 tanggal20 Desember 1988 adalah bedan usaha yang 

melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengaliban 

serta pengurusan piutang atau ta~ jangka pendak suatu perusahaan dari 

transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. 

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kegjatan poknk anjak piutang 

meliputi: 

I. Pembelian dan atau penagjban piutang beJjangka pendek deri transaksi 

perdagangan. 

2. Menmausahakan penjualan kredit. 

3. Pen~ piutang perusahaan kredit. 

b. Pihak-pihak yang terkaU 

Dalam transaksi yang berkaitan dengan Anjak Piutang dilibatkan oleh 

beberapa pihak terkait, pihak-pihak rersebut antara lain: 

(Juli innayanto, Zaiual A lndradewa, dll-2002): 

1. Factor (pemsahaan aqjak piutang) 

Adalah perusahaan yang menawarkan jasa aqjak piutang 

2. Supplier (klien) 

Pihak yang menggunakan jasa perusahaan anjak piutang 

3. Debitur/cust011rer (nasabah) 

Pihak yang mengndakan transaksi dangan klien 

c. Klasifikasi 

Fasilitas anjak piutang yang ditawarkan oleh perusahaan anjak piutang 

dapat dibedakau dal3Ul berbagai jenis sebagai berikut (Budi Racbmat-2004): 
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I. Berdasarkan Pernberitahuan 

Disclosed Factoring atau juga disebut dengan negoflcation factoring 

adalah pengalihlln piutang kepada perusahaan anjak piutang dengan 

sepengetahuan pihak debilur (customer). Oleh karena itu pada saat piutang 

jatuh tempe perusahaan anjak piutang memiliki hak tagjh pada debitur 

yang bernangkut.an. Untuk dapat melakukan hal tersebut di dalarn fuk:tur 

dicantumkan pernyataan bahwa piutang yang timbul dari fuk:tur ini telah 

dialihkan kepeda perusahaan anjak piutang. 

Notifikasi setiap ll:ansaksi anjak piutang kepada piltak t:W!Iomer 

dimaksudkan antara lain: 

Untuk meminjam pernbayanm langsuog kepada pemsahaan anjak 

piutang. 

Untuk mencegah pihak customer melakukan perbuatan yang 

merugikan pihak pernsahaan anjak piutang misalnya, pengumngan 

jumlah piutang sesuai dengan kontrak klien sebagal penjuai. 

Akan mencegah pernbahlln-pernbahan yang ada dalarn kontrak yang 

mempengaruhi perusahaan anjak piulang. 

Akan memungkiokan perusahaan anjak piutang untuk menuntut alas 

narnanya apabila tetjadi perselisihan. 

Undisclosed atau juga disebut dengan non-notification factoring adalah 

ll:ansaksi penjuaian atau pengalihan piutang kepada perusahaan anjak 

piutang oleh klien tanpa pemberitahuan kepeda debitur kecuali bila ada 

pelanggaran alas kesepakstan pada pihak klien atau secara sepihak 

pernsahaan anjak piutang menganggap akan mengbadapi resiko. 

2. Berdasarkan Penanggungan Resiko 

Recourse Factoring. Anjak piutang dengan eara recourse atau disebut juga 

with recourse factoring berkaitan dengan resiko debitur yang tidak mampu 

memenuhi kewajibannya. Keadaan ini bagi perusahaan anjak piutang 

merupakan ancaman resik:o. Dalam pe~anjian with recourse, klien akan 

menanggung resiko kredit terbadap piutang yang dialihkan kepada 

perusahaan anjak piutang. Oleh karena itu, perusuhaan anjak piutang akan 

Unlver&ita& Indonesia 

Aspek Akuntansi..., Indah Lestari, FEB UI, 2009



23 

rnengembalikan tanggung jawab (recourse) pembayaran piutang kepada 

klien atas piutang yang tidak tertagih dari customer. 

Without Recourse Factoring, Anjak piutang ini juga disebut non-recourse 

factoring yaitu perusahaan anjak piutang menanggung resiko atas tidak 

tertagibnya piutang yang telah dialihkan oleb klien. Namun, dalam 

perjanjian anjak piutang dapat dicanturnkan bahwa di luar keadaan 

macetnya tagiban dapet diberlakakan bentuk recourse. 1ni untuk 

rnengbindru:kan tagihan yang tidak dibayar .karena pihak klien temyata 

mengirimkan barang yang cacat atau tidak sesuai dengan peljanjian 

kepada nasabahnya. Dengan demikian customer berbak untuk 

mengernbalike.n barang yang Ielah diserahkan tersebnt dan terlepas dari 

kewajiban pembayaran utang. Dalam bal teljedi kasns demikian, 

perusahaanfactoring dapat mengembalikan tagiban kepada klien. 

3. Berdasarkan Pelayanan 

Full Service Factoring, yaitu peljanjian anjak piutang yang mellputi 

semua jenis jasa anjak piutang baik dalam bentuk jasa pembiayaan 

manpUil jasa non-pernbiayaan misalnyn uru.san admi.nistrasi penjnalan 

(sale ledger administration), tagiban dan penagiban piutang termasuk 

menanggang resiko terhadap piutang yang macet. 

Finance Factoring, yaitu perusahaan anjak piutang banya menyediakan 

fasilitas pembiayaan saja tanpa ikut menanggung resiko atas piutang tak 

tertagib. Penyodiaan pembiayaan dana tunal pada saat penyerahan faktur 

kepada perusahaan factoring sampai sejumlah SO% dari ni1ai selumh 

fuktur sesuai dcngan besamya plafon pembiayaan (limit kredit). Klien 

tetap bertanggung jawab terbadap pembukuan piutang dan penagibannya, 

termasuk menanggung resiko tidak tertagilmyn piutang tersebut. 

Bulk Factoring. Jasa factoring ini juga disebut dengan agency factoring 

yaitu transaksi yang mengaitkan perusahaan factoring sebagai agen dari 

klien. Bentuk fasilltas factoring ini pada dasamya bampir sama denganfol/ 

service factoring, namun penagihan piutang tetap dilakakan oleh klien dan 

proteksi resiko kredit tidak dijamin perusahaanfactoring. 
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Maturity Factoring. Berbeda dengan jenis factoring yang telah dijelaskan 

diatas, di mana perusahaan factoring memberikan pembiayaan dengan 

pembayaran di muka. Dalam ma/urity factoring, pembiayaan pada 

dasamya tidak diperlukan oleh kllen tetapi oleh pengurusan penjualan dan 

penagiban piulllng serta proteksi atas tagihan. Fasilitas anjak piutang 

maturity memberikan kredit perdagangan kepada customer atau nasabah 

dengan pembayaran segera 

4. Berdasarkan Lingkup Kegialan 

Domestic Factoring, yaitu kegiatan tranaaksi anjak piU!llng dengan 

melibalkan perusabaan anjak piutang, ktien dan debitur yang semuanya 

berdon:Usili di dalam negeri. 

lntemotional Factoring. Anjak piulllng ini juga seeing disebut export 

fac/oring yaitu kegiallln anjak piulllng untuk tranaaksi ekspor-impor 

barang yang melibatkan dua perusabaan factoring di masing-masing 

Negara sebagai export factor dan import factor. 

5. Berdasarkan Pembayaran pada Klien 

Advanced Payment, yaitu tranaaksi anjak piutang dengan memberikan 

pembayaran di muka (prepayment financing) oleh perusahaan anjak 

piulllng kepada klien berdasatkan peayerahan faktur yang besarnya 

berldsar 80% darl nilai fakrnr. 

Maturity, yaitu tranaaksi peagaliban piutang yang pembayarannya 

dilakukau pemsahaan anjak piutang pada saat piutang tersebut jatuh 

tempo. Pembayaran tagihan tersebut biasanya dilakukau berdaserkan rata

rata jatuh tempo tagiban (faktur}. Untuk lebih jelasnya lihat kembali 

maturity factoring yang telah dibahas terdahulu. 

Collection, yaitu tranaaksi pengalihan piulllng yang pembayarannya akan 

dilakukan apabila perusahaan anjak piulllng bethasil melakukau penagiban 

terbadap debitor. 

d. Keuntungan anjak piutang bagi perusohaan 

Penggunaan jasa-jasa perusahaan anjak piulllng sangat memhantu bagi 

perusabaan dalam hal kondisi antam lain sebagai berikut (Kasmir-2008): 
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l. Perusahaan yang sedang melakukan ekspansi pemasaran. Perusahaan 

anjak piutang dapat memberikan infonnasi mengenai keadaan pasar yang 

akan dimasuki oleb perusahaan yang bersangkutan (klien). 

2. Perusahaan baru yang berkembang pesat, sementara bagian kreditnya 

kurang mampu mengimbangi ekspansi perusahaan. Dengan jasafoctoring, 

pihak klien dibarapkan dapat menyusun rencana ekspansi secara lebih 

leluasa, dan fungsi pengelolaan kredit diambil alih oleb perusahaan anjak 

piulllng. 

3. Peru.<~~haan klien akan dapat beroperasi lebih efisien dengan menyerabkan 

pengelolaan kreditnya kepada perusahaan anjak piutang karena tidak perlu 

lagi mernbentuk unit organisasi yang berfungsi sebagai bagian kredit yang 

tentunya akan menambah biaya opetasi. 

4. Perusahaan dapat mernperoleh pembiayaan siap pak:ai (standby facility) 

yang disediakan oleh perusahaan anjak piutang. 

e. Resiko yang dihadapi anjak piutang 

L Resiko pereknnomian 

Apabila kondisi perekonomian berada pada knndisi yang kurang 

menguntungkan, maka kegiatan di segala bidang usaha akan terganggu 

yang pada akhimya dapat mempengaruhi usaha factor dalam rangka 

penyaluran pembiayaan maupun mendapatkan kredit 

2. Resikn pembiayaan 

Resiko pembiayaan adalah ketidakmampuan customer/client untuk 

membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan, dan apabila 

jumlahnya cuknp material dapat mempengaruhi kineljafactor. 

3. Resiko likniditas 

Masalah likniditas akan dihadapi oJehfaciOr, apabilafactor tidak mampu 

memenuhl kewajibannya selaku debUur kepada kreditur-kreditur factor, 

yang pada akhimya akan mempengaruhi tingkat keperoayaan klien kepada 

factor. 
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4. Resiko persaingan 

Semakin banyak perusahaan pembiayaan yang mempertuas jaringan 

pemasarnn, dapat menyebabkan persaingan antw: factor untuk 

memperebutkan pangsa pasar menjadi !ebih ketal. 

5. Resiko operasiona! 

Resiko operasiona! dapat saja timbul akibat tidak efaktimya sistem dan 

prosedur yang ditempkan o!eh factor serta lemahnya kontrol yang 

ditempkan, yang pada akhirnya akan menurunkan mutu pelayanan kepada 

k!ien. 

6. Resiko perubahan nilai mata uang 

Ketidakietapan nilai tukar mata uang asing terbadap mata uang rupiah 

dapat menempatkan faktor dalam posisi yang eukup menyu!itkan. 

Apresiasi nilai tukar mala uang asing terhadap rupiah dapat menimbulkan 

kesu!itan pembayaran keW!!iiban dalam mata uang asing. 

7. Resiko kebijakan moneter 

Kebijakan moneler yang mengatur industri keuangan ditentukan o!eh 

pemetintah yang dapat berubah atau diperbarui sewaktu-waktu. Apahila 

factor tidak dapat mengantisipasi perubaban tersebut maka dapat 

mempengaruhi kemampuanfaclor untuk memperoleh pendapatan usaha. 

8. Resiko teknologi 

Resiko tekoologi akan muneul semng dengan semakin ketatnya 

persaingan antar perusahaan pembiayaan tw:utw:na dalam memberikan 

pelayaan kepada klien, di mana aspek teknologi biasanya mempunyai 

peranan yang sangat menonjol. Apabila faetor tidak dapat mengiknti 

perkembangan teknologi, make hal ini dapat menurunkan mutu layanan 

kepada klien. 

3.1.3 Usaha Kartu Kredlt (Ctedit Card) 

a. Definisi 

Menurut Peraturan Menter! Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang 

Petusahaan Pembiayaan, Usaha Karin Kredit (Credit cartf) adalah kegiatan 

pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu 
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kredit. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat 

dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pemhelian barang danlataujasa. 

b. Pihak-pihak yang terkait 

Dalam sebuah transaksi kartu kredit, akan melibatkan beberapa pihak yang 

terkait, diantaranya edalah (Juli Irmayanto, Zainal A indradewa, dll-2002}: 

I. Merchant (pedagang} 

Adalah pibak yang menerima pembayaran dengan kartu kredit, dan 

merchant ini ditentukan oleh pihak penerbit kartu kredit. 

2. Issuer (penerbit kattu) 

Adalah pihak yllllg mernbuat, mengeluarlcan, dan mengelola produk kattu 

kredit sebagai alat pembayamn. 

3. Card Holder (pemegang kartu) 

Adalah pihak yang telah memenuhi seluruh prosedur dan persyaratan yang 

Ielah ditetapkan sebingga berhak memegang dan menggnnakan kartu 

kredit tersebut 

4. Acquirer (bauk pengelola} 

Adalah pihak yang menggnnakan kartu kredit temtama dalam hal 

penagiban dan pembayamn antam issuer dan merchant. 

e. Manfaat dan R.,.iko 

Berikut ini beberapa manfaat dan resiko yang ditemukan pada tra.nsaksi 

kartu kredit (Juli Irmayanto, Zaina1 A indradewn, dll-2002}: 

I. Manfaat 

- Membayar sesuatu transaksi saat card holder menggnnakannya. 

Melakukan penarikun tunai (cash advance) atas beban rekening card 

holder hila card holder memerlukan uang tunai. 

- Berfungsi sebagai ID card bila card holder memerlukan dana tunai, 

tetapi di lokasi terdekat tidak dijumpal A TM sebingga card holder 

dapat menghubungi bauk terdekat untuk menarik uang tunal dengan 

menggnnakan kartu sebngal ID card dan cashing card. 
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2. Resiko 

Pemalsuan kartu kredit, yaitu pembuatan dan penggunaan kartu yang 

tidak sah yang bentuknya menyerupai bentuk aslinya 

Penyalabgunaan kartu kredit, yaitu penggunaan kartu milik orang lain 

yang tertinggal, te~atub, disengaja dieuri, dan meniru tanda tangan 

pemilik kartu 

Kelalaian pemegang kartu dalam memenubi kewajibannya dalam hal 

pelunosan tagihan kartu kredit. 

3.1.4 Pembiayaan Konsumen (consumer fmace) 

a. Definisi 

Peratumn Menteri Keuangan nomor 841PMK.Ol212006 tentaog 

Perusabaan Pembiayaan mendefinisikan perusabaan pembiayaan (consumer 

finance) adalab kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan 

kebatuban konsumen dengan pembayaran secara angsuran. 

Selain definisi dari Peraturan Menteri Keuangan diatas, pembiayaan 

konsmnen menumt T. Susilo, Sigit Triandaru, A. Totok Budi mendefinisikan 

babwa pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman/kredit yang diberikan 

oleb suatu pemsahaan kepuda debitur untuk pembelian barang dan jasa yang 

dikoltSUillSi oleb konsumen, dan bnkan untuk tujuan produl<sildistribusi. Cf. 
Susilo, Sigit Trinndaro, dan A. Totok Budi-1999). 

b. Jenis kegiatan pembiayaan lronsumen 

Sesuai dengan pasal 6 (I) dalam Peraturan Menteri Keuangan nom or 

84/PMK.Ol2/2006 tentang Perusabann Pembiayaan, kegiatan pembiayaan 

konsumen dilaknkan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang 

berdasarkan kebutuban konsumen dengan pembayaran seeara angsuran. 

Kebutuban konsumen sesuai dengan ayat satu (1) antara lain meliputi: 

1. Pembiayaan kendaraan bermotor 

2. Pembiayaan aiat-alat mmah tangga 

3. Pembiayaan alat-alat elektronik 

4. Pembiayaan pununahan. 
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c. Pihak-pihak yang terkait 

Dalam bukunya multi finance handbook-2004, Budi Raclunat menuliskan 

pihak-pihak yang terkait dalatn pembiayaan konsumen adalah: 

1. Kreditur/perseroan 

Adalah perusahaan pembiayaan konsumen atau perusahaan pembiayaan 

yang Ielah mendapatkan izin nsaha dari Menteri Keuangan. 

2. Debiturlparninjam 

Adalah pamrangan atau individu yang mendapatkan fasilitas pembiayaan 

konsumen dari kreditur. 

3. Supplierldealerldevelopar 

Adalah perusahaan atau pihak-pihak yang metliual atau menyediakan 

barang kebutuhan ko!lBumen dalam rangka pembiayaan kollBUIDen. 

d. Keuotuogao pembiayaan kollllnmen 

Keuntungan yang dapat dipemleb oleh pam konsumen dengan 

memanfaatkan jasa pembiayaan kollBUIDen adalah sebagai berikot fl. Susilo, 

Sigit Triandaru, A. Totok Budil999): 

I. Prosedur sedeihana. 

2. Proses parsetujuan lebih eepat. 

3. Perusahaan pembiayaan tidak mensyaratkan adanya agunanljaminan 

tambahan scpetliang ko!lBumen yang bersangkutan cukup layak untuk 

dipereaya kemampuan dan kemauannya memenuhl kewajibannya. 

4. Konsurnen tertentu mengalami keengganan untuk berhubungan dengan 

pihak bank dalam hal peminjaman dann karena minimnya infurmasi 

ten lang jasa bank dan cara berhubungan dengan bank. 

5. Pembiayaan kollBwnen menerapkan tingkat bunga yang lebih tinggi dari 

bank kenena pembiayaan konsumen menanggung resiko yang lebih besar 

dari bank. Resilco yang ditanggung relatifbesar karena: 

Perusahaan cendetung melukukan analisa terbadap kelayakan 

kollSUIII.Onfcalon debitur dengan cara yang lebih sederhana. Cara yang 

sederbann ini menyebabkan kesimpulan mengenai kelayakan calon 

deb/lur dalam memperoleh pinjaman seringkali tidak mencerminkan 
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keadaan calon yang sebenamya. Analisis seringkali berdasarkan 

fonnu1ir sederhana yang dHsi calon debitur~ dokumen identitas calon 

debitur, dokumen penghasilan caJon, survey singkat ke lokasi ternpat 

tinggal caJon debitur. 

- Analisa dilaknkan perusahaan dalam waktu singkat bertujuan agar 

caJon debitur tidak beralih ke perusahaan pembiayaan konsumen yang 

lain. 

Sepanjang kemampuan dan kemauan caJon debitur eukup bisa 

diandalkan, perusahaan pembiayaan konsumen biasanya tidak 

mensyaratkan penyeraban agunan tambahan. Apabila pada saat jatub 

tempo debitur temyata tidak dapat memeouhi kewajibaanya karena 

berbagai alasan, maka perusahaan pembiayaan konsumen banya dapat 

mengandalkan pada agunan pokok berupa baranglobjek yang dibiayai 

dengan pembiayaan konsumen. Pada kenyataannye, objek yang 

dibiayai dengan pembiayaan konswnen tidak selalu ada/mnsih dalam 

keadaan baik pada saat jatub tempo, sehingga resiko yang ditanggang 

oleh perusahaan peruhiayaan konsurnen relatif lebih tinggi daripada 

bank yang menyalurkan kredit dengan syarat penyeraban agunan 

tambaban. 

e. Alas1111 konsumeD melalmkan faoilitas pembiayaan 

Dalam melaknkan fusilitas pembiayean melalul perusahaan pembiayaan, 

konsumen atau nasabab perusahaan mempuayai alasan mengenai kegiatan iru, 

seperti dalarn buko multi finance handbook, Budi Rabmat-2004) 

1. Tidak terlalu banyak pemyaratan clibandingkan dengan sumber 

pembiayaan lain. 

2. Tidak berorientasi padajantinan (non collateral basis). 

3. Tidak menggangu keuangan konsumen, karena membutubkan dana yang 

relatifkecil 

4. Cepat pemrosesannya. 

5. Pembayaran angsuran dapat dibayar melalui angganm rutin bulanan 

konsumen dari pendapatan yang diterimanya. 
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6. Angsuran dapat disesuaikan dengan kemampuan konsumen. 

7. Penyesuaian terhadap mata uang berdasarkan pendapatan yang diterima. 

8. Pembayaran angsurannya letap, sehingga memudahkan pangaluran 

pengelolaan keuangan peminjam. 

f6 Mekanisme transaksi pembiayaan konsu.meu 

Dalam transaksi pembiayaan konsumen, ada beberapa mekanisme yang 

dijalani, yaitu: (Budi Raehmat-2004) 

I. Tahap pennobonan 

Untuk bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan konsumen, debitur biasanya 

sudab mempunyai usaha yang baik daDJ atau mempunyai pekeJjaan yang 

tetap serta berpengbasilan yang memadai. Sebelum medapatkan fasilitas 

pembiayaan, debitur hams mengajukan surat pennobonan dangan 

melampirkan: 

Foto ropy KTP. 

Foto copy KTP suamilistri colon peminjam. 

- Kartu keluarga 

Rekening koran 3 bulan terakbir. 

Sural keterangan gaj~ jika calon peminjam bekerja. 

Surat keterangan lainnya dari perusahaan tempat ealon peminjam 

bekerja. 

2. Tabap pengeeekan dan pemeriksaan lapangan 

Berdasarkan aplikasi pemobon, marlreting departement akan melakukan 

pengeeekan atas kebenaran pengisian fonnulir aplikasi tersebut dengan 

melakukan analisa dan evaluasi terbadap data dan informasi yang telab 

diterima, yang dilanjutkan dengan: 

Kunjnngan ke tempat ealon pemijam (plan visit). 

- Pengeeekan ke tempat lain (credit checking). 

Observasi seeasa umumlkbusus lainnya. 

3. Tabap pembuatan customer profile 

Berdasarkan basil pemeriksaan lapangan, marlreting departemenl akan 

membuat customer profile, di mana isinya akan menggambarkan tentang : 
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Nama calon debitur dan istrilsuami. 

Alamat dan nomor telepon. 

NomorKTP. 

Pekerjaan. 

- Alamat kantor. 

- Kondisi pembiayaan yang diajukan. 

- Jenis dan tipe barang kebutuhan konsumen. 

4. Tabap pengujian proposal kepada komite kredit 

Marketing deparlement ukan mengajukan proposal terbadap permohonan 

yang diajukan oleh debilur lrepada kredit komite yaog berisi: 

Tujuan pemberian fasilitas. 

- Struktur fusilitas pembiayaan yang mencakup harga barang, uang 

muka, nett pembiayaan, bunga, jangka waktu, tipe dan jenis barang. 

Latar belukang debitur disertai lretenmgan mengenai kondisi 

pelrerjaan dan lingkongan tempat tinggalnya. 

Analisa resiko. 

5. Keputusan komite kredit 

Keputusan kredit komite merupekan dasar bagi kreditur untuk melakukau 

pembiayaan atau tidak. Apabila permohonan debitur ditolak, maka akan 

diberitahukan melolui sural peuolakan, namun apabila disetujui maka 

marketing departement akan menemskan ke tabap berikutnya. 

6. Tabap pengikatan 

Berdasarkan keputusan kredit komite maka bagian legal akan 

mempersiapkan pengikatan konttak perjanjian pembiayaan konsumen. 

7. Tabap pemesanan barang kebutuhan konsumen 

Kreditur melakukan pemesanan barang lrepeda supplier, yang dituangkan 

dolarn penegasan pemesanan pombelianlconfirm purchase order dan bukti 

pengiriman dan sural tanda penerimaan barang. 

8. Tabap pembayaran kepada supplier 

Setelab barang diserabkan oleh supplier kepada debitur, selanjumya 

supplier akan melakukan penagiban kepada kreditur. 
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9. Tahap penagihanlmonitoring pembayaran 

Setelah seluruh proses pembayaran kepada supplier/dealer dilakukan, 

proses selanjutnya adalah pembayaran angsuran dari debitur sesuai jadwal 

yang telah ditentukan. Collection departement akan memonitor 

pambayaran angsuran berdasarkan jatoh tempo pembayaran yang telah 

ditentukan dan berdasarkan sistem pembayaran yang diterapkan. 

10. Tahap pengambilan suratjaminan 

Apabila seluruh kewajiban debitur telah dilunasl, maka kreditur akan 

mengembalikan kepadn debitur hal-hal ini: 

Jaminan (BPKB danlsertifikat danlfal<turlinvoice). 

Dokumen lainnya 

g. PerbedaaJt pambiayaan konsumen deogan sewa guna nsaha dengan bak 

opsi 

Dalam bukunya Multi finance handbook, Budi Rachmat memherikan 

perbedaan antara pembiayaan konsumen dangan sewa guna usaha dengan hak 

opsi, sebagai berikut: 

J. Kepemilikan barang/oQjek pembiayaan yang dilakukan berbeda, dalam 

transaksi sewa guna usaha bemda pada lessor, sedangkan pada 

pembiayaan konsumen berada pada konsurnen yang kemudian disetahkan 

secar-afidusia kepadn perusohaan pembiayaan. 

2. Tidak adn batasan jangka waktu pembiayaan, seperti dalam financial 

lease, jangka waktu pembiayaan diatur sesuai dengan objek barang modal 

yang dibiayai oleh lessor. 

3. Pembiayaan konsumen tidak membatasi pembiayaan kepada uaion 

konsumen yang telah mempnnyai NPWP, mempunyai kegiatan usoha 

danlatau pekOijaan bebas, seperti ketentuan sewa guna usoha. 

4. Perlakoan perpajakan antara transaksi sewa guna usaha dan transaksi 

pembiayaan konsumen berbeda, baik dari sisi perusahaan pembiayaan 

maupun dari sisi konsumen (lessee). 
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5. Kegiatan sale and lease back dimWlgkinkan dalam transaksi scwa gun a 

usaha, sedangkan dalatn transaksi pembiayaan konsumen ketentuan ini 

belwn diatur. 

3.2 Perusahaan Pembiayaan Syariah 

a. Definisi 

Perusahaan Pembiayaan syariab adalab badan usaba yang melakukan 

kegiatan dalam hentuk penyediaan dana seearn langsung atau baraug modal 

dengan tidak menarik atau mengbimpun dana seearn langsung dari pihak 

masyl!IIlkat, namun dibingk.ai dalam hukum syariab. (Muhammed 

Sbolahuddin, dan Lukman Hakim-2008). 

b. PriDsip Umum 

Secara umum pembiayaan syariab merupakan pembiayaan seca:ra umum, 

yang membedakan banya akad yang diguaakan, yairu akad murabohah yang 

memakai prinsip jual beli bamng nyata pada barga dasar dan tanababan 

keuntungan yang sesuai dengan kesepakatan bersama, sehingga semua pibak 

dapat menikmati rasa tentmm dan nyaman saat bertransaksi. Akad tersebnt 

adalab (Mnbammad Sbolabnddin, den Lukman Hakim-2008): 

1 Murabahah 

Akad jual beli ini menjelaskan bahwa barang tertentu di mana penjual 

menyebutlam dengan je!as bahwa barang yang diperjualbeli.kan kepada 

pembeli tennasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil 

(margin). 

2 Mudharabah 

Akad kerjasama antm pemilik modal dengan pengelola modal di mana 

pembagian basil/keuntungan tersebut unruk masing-masing pibak sesuai 

dengan nisbab yang telah disepakati. 

3 Musyaraknh 

Akad keljasama antara dua pibak atau !ebih unruk suatu usahs tertentu di 

mana masing-masing pihak sa!ing memberikan kontribusi dana dengan 
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ketentuan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai 

kesepakatan. 

Selain itu pembiayaan syariah menggunakan prinsip syariah yang yang 

tertuang dalam kerangka prinsip berilrut ini: 

1. Universal 

Tidak membeda,bedakan kepada berbagai pihak karena adanya suatu Jatar 

belakang suku, agama, ras, dan golongan dalam memberikan pelayanan. 

2. Jelas 

Prinsip ini tercennin dari cara penyampaian informasi dalam kontrak 

mengenai tanggung jawab dari kondisi pembiayaan yang disepakati secru:a 

bersama. 

3. Bersih 

Hanya dengan menggunakan tala cara pembiyaan syariah untnk menjamin 

semua ttansaksi dilakukan dengan cara yang seanai dengan syariah islam. 

4. Tetbuka 

Penawanm harga disampaikan secara rinci dan transparan mengenai harga 

pokok produk dan margin keuntungan yang diinginkan olah lembaga 

pembiayaan sebagai total biaya yang barns ditanggung oleb pembeli sesuai 

dengan kesepakatan bersama. 

5. Adil 

Melalui pembiayaan syariah, lembaga pembiayaan menempatkan nasabah 

pengguna dana dalam bak. kewajiban, keuntuagan dan resiko yang 

berimbang dengan cara yang adil dan mera!a 

6. Jujur 

Jujur dalam menyampaikan informasi yang ada sesuai dengan kondisi dan 

apaadanya. 
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c. Pe.-bedaan Pembiayaan Syariab dengan Pembiayaan Konvensionat 

Dibawah ini adalah perbedaon antara pembiayaan syariah dan lembaga 

pembiayaan konvensional (M Najmudin Zuhdi-2002): 

Pembiay!!!IJ! syariah 

Kerangka hukum yang dipakai 

adalah hukum syariah dan hukum 

positif 

lsi dari pe!janjian menjelallkan 

secara rinei, misalnya seperti 

administrasi, asuransi dan margin 

• Penalti ada 2 yairu unluk dana 

sosial (fixed) dan anti rogi (nego) 

Tidak ada bunga be!jalan 

Obyek yang ditransaksikan harus 

Pembiayaan konvensional 

- Kerangka hukum yang 

diguallkan mengacu pada 

hukum positif 

lsi pe!janjian tidak 

menjelaskan secara rinci 

Tingkat keuntungan bunga 

- Pembayaran denda 

customer masuk 

pendapatan peruaahaan. 

Jika customer pelunasan 

lewat jaluh rompo 

dikenakan bunga be!ja!an 

jelas yaitu heropa barang dengan - Transaksinya adalah pinjam 

akad murabahah 

Apahila ada discount unit menjadi 

milik customer 

mengurangi barga jnal 

- Price list dibuat secara rinci 

• Asuransi apabila tidak ada klaim 

akan ada nisbah atau bagi basil 

jika surplus 

Refond premi yang tidak diambil 

customer akan masuk ke ~dana 

sosial"' 

meminjam sehingga 

obyeknya uang yang 

dipinjam 

Apahila ada discount unit 

biasa untuk dealer dan 

customer 

Price list tidak secara rlnci 

Refond premi yang tidak 

diambil customer akan 

masuk pendapatan 
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Pembabasan dalam bab ini akan mengacu pada Standar Alruntansi yang 

berlaku di Indonesia yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Alruntansi Keuangan 

untuk aspek akuntansi dan untuk aspek perpajakan mengaeu pada peraturan 

perpajakan dari yang tertinggi yaitu Undang-Undang, Petaturan Pemerintah, 

Peraturan Menteri Keuangan dan Petaturau dari Direktorat Jenderal Pajak. 

4.1 Peneadangan Piutang Tidak Tertaglb 
Dampak krisis global yang kinl melanda tidak banya dialami oleh negara-

negara di kawasan Amerika dan Eropa Sllia namun juga negara-negara Asia, 

termasuk Indonesia. Salah satn dampak yang terllhat jelas adalab nllai tukar 

rupiah yang terus melemab, hal ini tentu sangat berpeogarab pada tingkat daya 

beli dan likuiditas masyarakat, sehingga parusabaan-parusabaan yang bergerak di 

bidang pambiayaan dihadapkan pada risiko piutang yang tidak ter1l!gih. Hal ini 

menjadi kekhawatiran tersendiri bagi pihak parusabaan pembiayaan konsumen 

dimana apabila nasababnya tidak bisa memeouhi kewajiban pambayaran piutang 

pada perusabaan. Oleh karena itu, perusabaan perlu melakukan peneadangan atas 

piulang nasabahnya, namun dalam aspek perpujakan, perusabaan pambiayaan 

konsumeo tidak bolab melakukan penendangan piutang tidak ter1l!gih atas 

nasabahnya, sehingga hal ini menimbulkan permasalaban tersendiri bagi 

4.1.1 Perlakuan Akuntansi 

Perlakuan akuntansi untuk semua industri di Indonesia mengacu pada 

standar akantansi yang dibuat oleb Dewan Standar Alruntansi Keuangan, sehingga 

masing-masing unit bisnis yang be!jalan bisa mengacu pada standa.r tersebut. 

Dewan Standar Akantansi Keuangan dapat memberikan aturan khusus dalam 

kegiatan bisnis tertentu, namun untuk perusabaan pambiayaan tidak terdapat 

aturan khusus yang mengatur perlakuan akantansinya sehingga kegiatan bisnis 
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tersebut mengacu pada standar umwn yang bisa dijalankan pula oleh industri lain 

sejenis yang memilki kegiatan yang sama dengan pembiayaan konswnen. 

Mengaeu pada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan (SAK, 2007), aset diakui dalam neraca kalau (1) besar kemungkinan 

babwa manfaat eknnominya di masa depen diperoleh perusabaan dan (2) aset 

tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Kedua baJ 

tersebut merupakan !criteria yang hams dipenubi untuk diakui sebagai a.set. 

Meskipun perusabaan telab mengeluarkan sejumlab sumber dayanya untuk 

memperuleh sesuatu namun apabila peroleban tersebut tidak atau kecil 

kemungkinannya memberikan mantaat ekonomi kepada perusabaan, maka sesuatu 

yang diperuleh tersebet tidak layak diakui sebagai aset. 

Pada suatu perusabaan pembiayrum konsumen yang baru, jiko. terdapat 

transaksi pembiayaan, piutang usaba diakui di neraca sejumlab nilai kas yang 

belum dibayar. Oleh kareua perusabaan tidak memiliki pengalaman meogenai 

tingkat kolektibilitas piutang, risiko ketidaktertagibao piutang dapat dinilai rondab 

(atau babkan tidak ada) sebingga nilai piutang diakui sepenuhnya, tanpa dilakukan 

peneadangan. Namun perusabaan bagi perusabaan yang betpengalaman biasanya 

memiliki eatatan mengenai piutang usaba konsumennya, ternlliSuk piutang yang 

temyata tidak dapat ditagib oleh perusabaan setelab jatuh tempo. Darl eatatan 

tersebut, perusabaan dapat menilai kemungkinan adanya piutang usaba yang tidak 

tertagih di masa depan. Jadi, ketiko. pemsahaan menilai ada bagian dari piutang 

besar kemungkinan tidak dapat ditagih, maka piutang tersebut tidak layak diakui 

sebagai aset karena manfaat ekonominya dipandaag tidak mungkin (atau keeil 

kemuogkinan) mengalir ke dalam perusabaan. Akiba!nya akan menimbuiko.n 

beban dalam laporan laba rugi melalui pencadangan terhadap bagian dari piutang 

usaba yang diperkirakan akan tidak tertagih di masa depan. Perlaknan ini 

merupakan manifestasi dari prinsip konservatisme dalam teori akuotansi. 

Dalam prakteknya perusabaan melaknkan peneadangan piutang tidak 

tertagihnya dengan cara anaiisis umur piutang (aging schedule). Penentuan 

persentase jumlab eadangan kerugian piutang tidak tertagih untuk setiap 

perusabaan pun dapat barbeda-beda sesnai dengan pengalaman dan kebijakan 

yang diambil perusabaan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. 
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Pencadangan piutang tidak tertagih dengan anallsis umur piutang (aging schedule) 

nampak merupakan sesuatu yang lebih rumit hila dibandingkan pencadangan 

ditetapkan dengan persentase tertentu dati penjualan. Hal ini dika:renakan 

perusahaan harus membuat daftar umur piutang terlebih dahulu, kemudian 

memherikan persenta.<e pencadangan piutang tersebut. Berilrut ini contoh 

persentase pencadangan dalam analisis umur piutang yang dilakukan oleh dua 

perusahaan pembiayaan yang berbeda. 

Tabei4.L Contoh Persentase Penadangan datam Analisis Umur Piutang 
Sumher: dolo dio/ah oleh penulis 

Descriptioo X 

Overduel-30 6.42% 

Overdue 3 t-60 24.12% 

Overdue 61-90 41,78% 

Overdue 91-120 55.38% 

Overdue 121-150 64,96% 

Overdue 151-180 72.75% 

Overdue 181-210 79.54% 

Overdue 211-240 86.07% 

Overdue 241-270 96.70% 

Overdue 211-300 100% 

Overdue 301-330 100% 

Overdue 33 l-360 100% 

Overdue> 360 100% 

y 

2.30% 

8.15% 

14.40"!. 

27.!8% 

45.94% 

73.56% 

100% 

100% 

100% 

!00% 

I Oll"/o 

100% 

100% 

Dari tahel 4.1 terlihat bahwa persentase pencadangan yang dilakukan 

kedua pemsahaan memiliki perbedaan. tergantung pada kebijakan yang diambil 

pemsahaan. Selain itu dapat dilillat juga perbedaan dalam hal penetapen 

pencadangan piutang untuk tingkat persenta."' pencadangan piutang I 00%, Hal ini 

bisa berbeda karena alasan tertentu yang mendasari perusahaan Y untuk 

menetapkan persentase tersebut, salah satu indikasi yang bisa mendasari adalah 

terdapat kemungkinan bahwa pemsahaan Y mempunyai pengalaman tingkat 

piutang tidak tertagill nasahabnya benar-benar tidak dapat dilalrukan penagihan 

pada tingkatjatuh tempo 181-210 hari, namun tidak begitu dengan pemsahaan X. 
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perosahaan pembiayaan X baru menetapkan persentase pencadangan piutang 

100% pada tingkatjatuh tempo 271-300 hari. Hal ini mungkin saja terjadi apabila 

perusah.aan X mempunyaj pengalaman piutang tidak tertagih atas nasababnya 

lebih baik daripada perusabaan Y. 

4.1.2 Perlakuan Perpajakaa 

Berilrut ini tabel dan grafik pertumbuhan perusabean pembiayaan di 

indonesia dari tahun 2001 sampai tahun 2007 dan jenis kegiatan yang banyak 

dimanlllatkan oleh masysrakat 

Tabel4.2 Tingkat pertumbuhan perusahann pembiayaan 
Sumber: Infol:mnk no. 33-Agustus 2008 vo! XXX 

Tahun 2001 2002 

Jml Perusabaan 125 131 

Pembiayaan 

2003 

128 

2004 2005 2006 2007 

132 141 152 158 

Jml Perusahaan Pembiayaan 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

aJml Perusahaan 
Pemblayaan 

Grafik 4.1 Tingkat Pertumbuhan Perusahaan Pembiayaan tahun 20\H~2007 (grafik diolah 
penulis) 

Sumber: infubank no. 33~Agustus 2008 vol XXX 

Tabet 4.3 Persentase pembiayaan b«dasarkanjenis (tahun 2006) 
Sumber: infobank no. 33-Agustus 2008 vol XXX 

Jenis Pembiayaan SGU Cons. Fin Factoring 

Persentase 33,72% 63,80"/o 1,20% 

Credit Card Lain-lain 

1.06% 0,23% 
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Jenis Pembiayaan 

aeons. Fin 

:: Facto~ing 

• Credit card 

• Lain-lain 

Otafik 42 Jenis Pembiayaan yang Oimanfaatkan Konsumen tahun 2006 (grafik diolah 
penulis) 

Sum be:: infobank no. 3l-Agustus 2008 vol XXX 

I'abel4.4 Persentase pembiayaan berdasarkanjenis (tahun 2007) 
Sumber: infobank no. 33-Agustus 2008 vol XXX 

42 

Jenis Pembiayaan SGU Cons. Fin Factoring Credit Card Lain-lain 

Persentase 33,53% 63,52",4 1,58% 

Jenls Pemblayaan 

1.07% 

•Cons. Fin 

n Factoring 

a Credit card 

• Lain-lain 

0,3% 

Gmfik 4.3 Jenis Pembiayaan yang Dimanfaatkan Konsumen tlihun 2007 (grafik diolah 
penulis) 

Sumber. info bank no. 33·Agustus 2008 vol XXX 

Dati label 4.2 terlihat bahwa tingkat pertumbohan perusahaan pembiayaan 

di Indonesia mengalami pertumbohan yang pesat dati tahun 2001 sampai tahun 

2007, hal ini terjadi karena semakin banyak:nya masyarakat yang menggunakan 

jasa kegiatan pembiayaan konsumen sebingga memicu para pelaku pasar untuk 

mendirikan perusebaan pembiayaan. Kemudian pada label (4.3 dan 4.4) terdapat 

data mengenai jenis kegiatan perusahaan pembiayaan yang banyak digunak:nn 

olah konsumen. Dati dua tabel yang berbeda, tahun 2006 dan 2007 terlihat bahwa 
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kegiatan pembiayaan konsumen (consumer finance) menjadi jenis kegiatan yang 

banyak dimanfuatkan oleh masyaraka\. Secara tidak langsung terdapat resiko yang 

besar juga atas usaha pembiayaau konsumen (consumer finance) akan piutang 

tidak tertagih nasabahnya. Hal ini seharusnya menjadi perbatian Direktorat 

Jendeml Pajak, namun hal itu belum rerlihat, dimana dalam Undang-Undang No. 

17 tahun 2000 rentang Pajak Penghasilan pasal 9 ayat I huruf e menyatakan 

bahwa "pembentul«m codangan /rerugian piutang tidak tertagih bo/eh 

dikurangl«m hanya unmk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, 

codangan unmk usaha asuransi, dan codangan biaya reklamasi untuk usaha 

pertambangan". Hal ini bernrti bahwa unit bisnisfperusahaau pembiayaau 

konsumen tidak boleh melakukan pencadangan alas piutang tidak tertagihnya, 

karena dalam undang-undang tersebut unit bisnis pembiayaan konsumen tidak 

teroantum sebagal unit usaha yang diperbolehkan melakukan pencadangan. Selaln 

itu, pada UU PPh juga tidak memberikan delegasi kepada Peraturan Pemerintah 

(PP) atau Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk memberikan izin kepada unit 

usaha pembiayaan konsumen untuk melakukan pencadangan piutang tidak 

rertagih atas nasabahnya. Hal ini tentu menjadi kendala tersendiri bagi 

pembiayaan konsumen dimana memiliki resiko tidak rertagihnya piutang nasabah 

dimasa da1ang, namun terdapat ketidak adilan dalam proses perpajakan. 

Jika melibat syarat dari pemungutan pajalt, salah satu poin menyebutkau 

babwa pajak dipungut dengan syarat terdapat keadilan didalamnya, namun dalam 

bal ini bisa dianggap sebagai ketidakadilan bagi pembiayaan konsumen. Selaln itu 

dalam PMK No.841PMK.012.2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan, jeals 

kegiatan pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha berada dahuu satu pasisi 

yang sama yaitu jenis kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan seiain 

itu pada praktekoya kegiataan pembiayaan konsumen sexing dipersamakan dengan 

kegiatan sewa guna usaha (leasing), bal ini lebih meagaa!kan kedudukan 

pembiayaan konsumen untuk mendapaikan fu.silitas yang sama dengan sewa gtma 

usaha dalam bal pencadangan piutang tidak tertagihnya 

Peraturan pencadangan piutang tidak tertagih alas Sewa Guna Usaha 

(Leasing) terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan 

Namar.ll69/KMK.Ol/1991 tanggal27 Nopember 1991 menyatakan babwa lessor 
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pada unit bisnis Sewa Guna Usaha (leasing) dapat membentuk cadangan 

penghapusan piutang tidak tertagih sejumlah 2,5% dari rata-rata saldo awal dan 

saldo akhir piutang sewa guna usaha dengan hak opaL Jika melihat unit bisnis 

yang dilaksanakan, resiko yang ditanggung serta paradigma yang berlcernbang di 

masyarakat mengenai bisnis pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha 

seharusnya pembiayaan konsumen juga bisa melakukan pencadangan piutang 

tidak tertagih alas nasahahnya sebeaar 2,5%. 

Selmn sewa gnna usaha dengan hak opsi, pembiayaan ko!ISUillen juga bisa 

melakukan pencadangan piutang tidak tertagih alas nasahahnya dengan merujuk 

pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Hal ini bisa dilakukan karena jenis kegiatan 

yang dilakukan oleh BPR mempucyai kesamaan dengan jenis kegiatan yang 

dilakukan oleh pembiayaan ko!ISUillen yaitu membarikan kredit pada masyanaka~ 

dimana terdapat resiko ketidak tertagihan alas piutang nasahahanya, dapat 

dilakukan pern:adangan atas piutang yang mengacu pada Kepntusan Menteri 

Keuangan Nomor.204/KMK.0412000 tanggal 6 Juni 2000 tentang Peruhahan 

Ketlga Atas Keputusan Menteri Keuangao Nomor SOIKMK.04/!99S Tentang 

Besamya Dana Cadangan Yang Boleh Dikuraogkan Sehagai Biaya. Besamya 

pencadangan tersebut adalah 5%, 3%, 50%, dan 100"/o tergatung peda 

pengolongan kreditnya (laocar, kuraog lancar, diragakan, macet). 

Ketidakadilao dalam hal pembarian fasilitas peneadangan piutang tldak 

tertagih yang terjadi pada sewa gnna usaha dan pembiayaan konsumen bisa 

disebabkan karena faktor fungsi pajak sebagai regu!erend (mengatur) yang 

dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengatnr tingkat pertambnhan 

kegiatan pembiayaan koiiSllD'Iell yang setiap tabUllllya menunjukan kecenderungan 

peningkatan persentase. Jika pembiayaan konsumen mendapatkan fasilitas yang 

sama dengan sewa gnna usaha, maka dikbawatirkan tingkat perturnbuhan kegiatan 

tersebut akan semakin membesar, sedangkan socara garis lurus terdapat pnla 

resikn tidak tertagih atas piutang pembiayaan konsumen. Namun jika merujuk 

peda Undang-Undang Pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 yang mulm berlaku 

pada tanggall Januari 2009, pada pssal 9 ayat (I) Jmruf e bagian I menyatakan 

"pembentu/am dan pemupukan dana cadangan /w.cua/1: Cadangan piutang tak 

terlagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang mel'ly(Jlurkcm kredil, sewa 
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guna usaha dengan hak opsi. perusahaan pembiayaan knnsumen, dan perusahaan 

anjak piutang". Dalam hal ini berarti bahwa mulai tahun pajak 2009, kegiatan 

pembiayaan konsumen dapet melakukan pencadangan atas piutang tidak 

tertagihnya, namun mengenai persentase pencadangan untnk pembiayaan 

konsu.men be!um diatur. Hendaknya persentase yang ditetapkan untnk usaha 

pembiayaan kollllumen dilakukan me!alui tahap penelusurnn mengenai 

pengalaman perusahaan-perusahaan pembiayaan tersehnt mengenai persentase 

piutang yang tidak tertagib dari nasabahnya, sehingga tidak !agi terdapat 

ketidakadilan antru: perusahaan pembiayaan dalam hal peru:adangan piutangnya. 

Jika merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor.l!691KMK.Ol/1991 

mengenai sewa gnna usaba, persentase pencadangannya sebesar 2,5o/o, hal 

tersebut bisa menjadi pembanding untuk penentuan persentase pencadangan 

piutang untuk pembiayaan konsumen dengan melibat pada kemungkhnm resiko 

yang dihadapinya. 

4.1.3 Perbedaau Pert.alman Akuullmsi dan Perp!llak.aa 

Dari pembahnsan sebe!umnya nampak jelas terdapal perbedaan perlakuan 

pencadangan piutang tak tertagib antru:a alruntansi dan perpajukan. Perbedaan 

tersebut timbul k.arena prinsip yaag dianut kaduanya memang berbeda. Akuntansi 

mengenal prinsip ko11l!ernltisme yang bersifat antisipasif dengan melakukan 

penyisihanlpencadangan atas piutang nasabahnya, sedangkan perpajakan 

menganut prinsip realisasi. 

Perbedaan perlakuan tersebut dapat meahnbulkan koreksi fiskal dalam 

perhltungan pajak yang terutang. Secara sederhana, bila suatu kmeksi tiskal 

menyebabkan pajak yang terutang menjadi !ebih tinggi maka dikatakan korekai 

tiskal positif, dan sebaliknya koreksi fiskal negatif timbul bila dampak koreksi 

yang dilakukan menyebabkan plljak yang terutang menjadi lebib renda!L Jadi, 

apabila terdapat behan pencadangan yang tidak diperkenankan maka timbul 

koreksi positif yang akan menambah jumlah plljak terutang. Jika koreksi tersebut 

dilakukan setelab Sural Pemberitahuan Tabunan dilaporkan maka posisi pajak WP 

menjadi kU!1111g bayar. Selanjutnya Wajib Pajak harus menyetor kurang bayar 

tersebut dan ditambah sauksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua person) 
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atas jumlah pajak yang kurang dibayar hila belum dilakukan pemerlksaan atau 

sanksl administmsi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari 

pajak yang kurang dibayar bila telah dilakukan pemeriksaan. Akan tetapi, koreksi 

fiskal yangjumlahnya material umumnya menimbulkan perselisihan antara Wajib 

Pajak dan fislrus. 

Selain menimbulkan koreksi fiskal, perbedaan perlakuan akuntansi dan 

perpajakan alas piutang tidak tertagih juga akan menimbulkan beda waktu 

(temporary different). Perbedaan ini mengakibatkan pergeseran pengakuan beban 

antara satu tabun pajak ke tabun pajak lainuya. Da1am praktik akuntansi, 

perbedaan temperer ini merupaksn deductible temporary dtffiirenceslperbedaan 

temporer yang boleb dikurangkan dan akan menimbulkan aset pajak 

tanggabanldeffered tax assets (PSAK No.46 per.21-24). Dalom pencadangan 

piutang tak termgib, biaya yang timbul dapat dikurangkan dalam perhltungan !aha 

akuntansi, sedangkan biaya tersebut dapat dikurangkan dalam perbitungan laba 

fiakal peda periode dimana piutang tersebut bemu-benar tidak tertagih dengan 

ILSumsi bahwa syarat-syarat yang telah ditetapkan perpajakan telah terpenubi 

(Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 PII.Sal 6). Namun bila syarat-syarat 

tersebut tidak terpenubi maka perbedaan yang timbul mempaksn beda tetap 

(permanent different) sehingga bila peda periode sebelumnya telah terdapat 

pengakuan aset pajak tangguhan maka akan tersebut harus dieliminasi dari neraca. 

Perpajakan memang tidak menggunakan prinsip konservatisme alas 

pencadangan yang dilakukan perusabaan. Namun pengeeualian diberlakukan peda 

unit usaba tertentu yaitu usaba beak dan sewa gana usaha dengan bak opsi, 

cadangan untuk usaha asurans~ dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha 

pertambangan. Perlakuan pengeeualian tersebut selanjutnya diatur pada Peraturan 

Menterl Keuangan Nomm 831PMK.03/2006 Tentaog Perubaban Keempat Alas 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 80/KMK.04/1995 Tentang Besarnya Dana 

Cadaogao yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya. Pada PMK tersebut perlakuan 

kbusus ini diperbolehkan karena diperkenaokan oleh undang-undang guna 

menutup risiko yang te~adi. Selain itu, perlakuan kbusus ini juga menunjukkan 

dukongan terbadap perkernbangan industri tersebut. 
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Ketentuan di bidang perpajakan diciptakan untuk menjaring pendapatan 

bagi negara. Jika orientasi ini hanya memandang dalam jangka pendek saja maka 

pemerintah berupaya memperoleh pendapatan sebesar-besarnya pada saat ini 

tanpa memperhatikan prospek bisnis dl masa yang akan datang. Baik ealon 

investor maupun investor yang sudah ada cendenmg akan mempertimbangkan 

negara lain sebagai home based-nya yang memberikan dulrungan terhadap 

perkembangan usahanya. Hendaknya pengenaan pajak lebih memberikan 

keberpihakan pada sisi bisnis karena dari unit-unit bisnis inilah pemerintah 

memperoleh pendapatannya, dan jika pajak yang dipungut menjadi beban yang 

harus dihindari pebisnis maka dalam menghadapi pasar global, Indonesia harus 

bersiap-siap tersisihkan jika tidak mengnhah praktik perpajakan menjadi lebih 

bas/ness friendly. Jadi, tidak diperlukan diskrimi:nasi perlakuan perpajakan atas 

pencadangan piutang tak tertagih seperti padn undang-undang pajak pengbasilan, 

dalam hal ini terhadap perosahaan pembiayaan kortSUineD. 

Di Asia Tenggara, Singapura menjadi negara yang paling menol\iol 

dibandingkan yang lainnya. Bagi para investor, Singapura menjadi pilihan 

investasi yang favorit karena pemerintah setempat mernberikan segala bentuk 

fasilitas yang memadai, termasuk fasilitns di bidang perpajakan. Bila merujuk 

padn perlaknan perpajakan di Singapura, dalam Undang-undang Pajak 

Pengbasilan Singapura (Singapore's Income Tax Act) pengurangan yang 

diperbolehkan (deductions allowed) pada pasall4 ayat (!) huruf (d) tennasuk bad 

debts dan doubtful debts yang ditentukan berdasarkan basil estimasi. Nilai 

estimasi tersebut horus memiliki dasar yang jelas dan marnpu meyakinkan badan 

pengawas atau pemariksa dari pemerinteh (Controller). Tidak adanya ketentuan 

penge<;ualian sehingga perusahaan pembiayaan konsumen pun dapat melakukan 

pencadangan. Jadi, dari sudul pandang mengenai perlakuan perpajakan atas 

pembentukan dana eadangan, ketentuan perpajakan di Singapurn temyata lebih 

berpihak padn sisi bisnis deugan memperbolebkan peneadangan tanpa batnsan 

padn unit bisnis tertentu seperti di Indonesia. 

Selain negara-negara lain seperti Malaysia, Thailand, Pbilipina, atau 

Myanmar, Singapura menjadi saingan Indonesia sehagai pilihan tempat investasi 

di Asia Tenggara Singapura dengan beibagai fasilitasnya siap mengembangkan 
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perekonomian di negaranya, sedangkan Indonesia selalu memiliki banyak wacana 

mengenai pembangunan nasional yang bertujuan mensejahterakan rakyat Aspek 

perpajakan menjadi salah satu pertimbangun bagi investor dalam pemilihan 

tempat investasinya. Semaldn banyak arus modal yang masak ke Indonesia, 

terutama melalui direct investmenl (misalnya pendirlan anak perusahaan) maka 

penerimaan negara melalui pajak pun dapat meningkat seiring dengun 

peningkatan pendapatan masyarakat. Bila ketentuan perpajakan Indonesia 

cenderung rldak business friendly maka day a pikat Indonesia akan kntang eli mata 

investor elibandlngkan dengun negara lain sepetrl Singapura. Oleb karena itu, 

ketentuan perpajakan mengenai pencndangan piutang tak tertagib sebisa mungkin 

sejalan dengan p.raktik bisnis eli Indonesia sebingga investor menerima p.raktik 

yang fair bahwa ketentuan perpajakan rldak banya berorientasi pnda penerimaan 

sebesat-besamya saja namun juga mendorong agar unit bisnis bisa tetap aksis 

bingga masa yang akan datang. 

4.2 Pengbapusan Piuta"g tidak tertagib 

Piutang usaba diakui sebagal aset eli neraca. Jumlah piutang tersebut dapat 

terdiri dari jumlah yang belum jatah tempo dan/atau jumlah yang sndah jatub 

tempo. Jumlah piutang yang sndah jatah tempo namun tetap tidak dibayar 

menunjukkan bahwa besat kemungkinan aset tersebut tidak akan memberikan 

manll!at ekonomis ke dalam penssabaan. Oleh karena itu, jumlah piutang atau 

bagian pieteng tersebut harus dikeluarkan dari neraca sebingga piutang di neraca 

mencerminken nilai yang bauar-benar dapat direalisasi. 

Piutang yang tidak tertagib dibapuskan pada saat dinyatakan tidak tertagib 

oleb manajemen perusabaan yang memperoleh bukti positif mengenai bilangnya 

seluruh atau sebagian nilai piutang. Bukti positif ini dapat ditemukan dalam hal 

konsumen mengahuni kebangkrutan atau kematian serta tak terlaeaknya 

konsumen pembiayaan (pibak debitur). Pengbapusan barns didukung oleb bukti 

tidak dapat ditagihnya piutang terkait dari pihak yang tepa!, seperti pengadilan, 

posgacara, atau knnsumen pembiayaan sendiri. 
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4.2.1 Perlakuan Akuntansi 

Metode penghapusan piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan dua 

metode yaitu metode pengltapusan langsung dan metode pencadangan 

(Muhammad Gade-2005). Dalam hal metode peneadangan piutang dibentak 

pencadangan melalill analisis umur piutang. Analisis umur piutang menjabarkan 

kondisi piutang yang beluro jatub tempo dan yang sudah jatub tempo. Kemudian 

yang sudah jatub tempo diklasifikasikan be!rlasarkan jangka waktu sejak jatuh 

tempo. Joogka waktu penghapusbuk:uan piutang tidak tertagih alas konsumen 

untak masing-masing perusahaan pembiayaan berbeda-beda sesuai dengan 

kebijakan perusahaan, misalnya PT. Adira Dinamika Multi Finance, melakukan 

pengbapusbuk:uan piutang setelah piutang tidak tertagih alas konswnennya 

menunggak 210 hari. 

Dalam hal Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, Dewan 

Standar tersebut tidak menetapkan seeara spesifik mengenai metode penghapusan 

piutang yang diperkenankan untak usaha tertentu, sehingga pembiayaan 

konsumen melakukan penghapusbuk:uan piutang tidak tertagih alas nasabahuya 

dengan mengacu pada penghapusan piutang seeara umum. Setelah memenuhi 

persyaratan untak dilakukan penghapusan piutang (berupa bukti positlf bahwa 

piutang tersebut benar-benar tidak tertagih), perusahaan akan melakukan 

penghapusan piutang nasabah beJrlasarkan persentase peneadangan yang telah 

dilakukan sebelumnya. Narnun apabila tingkat peneadangan tersebut tidak 

sebanding dengan total piutang yang tidak tertagih, maka kekurangan tersebut 

dianggap sebagai kerugian bagi peruaabaan. Selain itu pengangkepan untak 

penghapusan piutang tidak tertngih harus dilakukan sebagai infonnasi hagi para 

pengguna laporan keuangan dakun melakukan analisis terhadap laporan keuangan 

pemsahaan. 

Ayat jumal untak mencatat penghapusan piutang tidak rertagih atas nasabahuya: 

Cadangan Piutang tidak tertngih xxx 

Piutang Usaha XXX 

Un~Haslndon~a 
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4.2.2 l'erlakuan Perpajakan 

Pada aspek perpajakan, penghapusan piutang tidak tertagih dapat 

dilakakanjika telah memenuhl syarnt yang tercantum dakam Undang-Undang No. 

17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Pasal6 ayat 1 buruf (b), yaitu: 

l. Tclah dibebankan sebagai biaya dalam laporan !aha rugi komersial 

2. Tclah diserahkan perkara penagihannnya kepada Pengadilan Negeri atau 

Badan Urusan Piutang dan Lelang Neglltl! (BUPLN) atau adanya petjanjian 

tertulis mengenai pengbapusan piutang/pembebesan utang antara kreditur dan 

debitur yang bersangkutan 

3. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, dan 

4. Wajib Pajak barus menyerahkan daftar piutaug yang tidak dapat ditagih 

kepada Direktorat Jenderal Pajak. 

Keempat syarat diatas merupakan syarat kumulatif, sehingga apahila 

perusahaan akan melakakan pengbapusan piutang tidak tertagih konsumennya, 

horus memenuhi keempat syarat tersebut Dalam Peraturan Pemerintah., tidak 

ditemukan mengenai tala cam pengbapusan piutang tidak tertagih untuk Wlit 

bisnis pembiayaan konsumen, yang ada hanyalah tala cara pengbapusan piutang 

untuk negara dan daerah (PP RI No. 14 Tahun 2005). 

Namun dari syarat funnal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pajak: 

Pengbasilan pasal 6 ayat I huruf h tersebat ada kemungkinan digunakan <>leh 

nasabah pembiayaan konsumen sebagai alat yang digunakan untuk melakakan 

skema /ax planning (perencansan pajak). Hal ini bisa dilakakan apabila terdapat 

hubungan istimewa antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan nasabah 

dari perusabaan tersebut. Mekanisme /at planning dilakakan dengan 

memanfaatkan syarat pada pnin 2 dari empat syarat yaitu melakukan peljanjian 

tertulis antara perusabaan pembiayaan dengan nasabah tersebut untuk melakakan 

penghapusan piutang kemudian perusahaan pnmbiayaan melakakan syarat 

lainnya, sehingga secru:a perpajakan piutang tersebut tclah memenuhi syarnt untuk 

dilakakan penghapusan piutang. 

Keempat persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 tahun 

2000 pasal 6 ayat 1 (h) bisa dilakakan apabila mekanisme-mekanisme seperti 

dibawah ini telah dilakakan. Hal ini dllakakan dalam upaya mencegah terjadinya 
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skema /ax planning (perencanaan pajuk) yang dilakukan oleh nasabah. 

Mekanisme yang dilakukan adalah dengan: 

I. Melakukan mekanisme penagihan 

Pelll!gilmn alas piutang nasabah yang tidak tertagih dilukukan beberapa kali. 

Hal ini Wltuk memastikan bahwa sisa kewajiban nasabah bellll!"-benar tiduk 

dapat dilakukan penagihan. 

2. Mengadakan survei alas kelayukan knnsumen 

Cara ini dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dengan tujuan untuk 

memastikan bahwa nasabah tersebut benar-benar tiduk bisa memenubi 

kewajiban dalarn pembayaran piutangnya sebingga dilakukan pengbepusan 

piutang alas piutang tidak tertagihnya. 

3. Melakukan penilaian aset lll!Sabah yang masih bisa digunukan untuk dapat 

menutup tunggakan kewajiban dari nasahah tersebut 

Hal ini dilakukan untuk mencegah teljadinya salah sasamn, yaitu 

mengbapnskaa piutang tidak tertagih pada nasabah yang sebenarnya masih 

mempunyai aset yang cukup untuk menutup sisa kewajilmn pada perusahaan. 

Selain pemcnuhan empat syarat formal dalarn Undeng-Undang No.I? 

tahun 2000 pasal 6 ayat I (h), perlu diperllatikan pula nominal pengbapusan 

piutang yang dilakukan oleh perusahaan. Apabila persentase pencadangan yang 

dilakukan oleb perusahaan telah menutup jumlah piutang tiduk tertagih nasahah, 

malra bal ter.lebut tiduk menjadi kendala bagi perusahaan karena secara langsung 

dapat dibelmnkan dalarn laporan Labe Ragi komemial, narnun apabila perSenlase 

yang secara akuntansi tidak bisa menutupi besamya piutang tiduk tertagih nasabah 

dan masih terdapat sisa piutang tiduk tertagih maka sisa piutang tersebut tidak bisa 

dibelmnkan dalam laporan laba rugi komer.lial. Seeara Uustrasi dapat digarnbarkan 

sebagai berikut: 

Jumlah piutang tidak tertagih nasabah 

Nominal pencadangan 

Nominal kerugian alas piutang 

Rp. 500.000.000 

Rp. 490.000.000 

Rp. 10.000.000 

Maka secara akunatnsi, nilai yang bisa dilakukan pembebanan dalam 

lapomn laba ragi komelllial adalah sebesar Rp. 490.000.000 (sesuai dengan 

jumlah piutang yang bisa ter-cover olen perusahaan), sedangkan nominal sebesar 
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Rp. 10.000.000 tidak bisa dibebankan dalam laporan !aha rugi komersial, 

sehlngga dalam hal ini perusahaan tidak bisa melalmkan pengilapusan piutang 

tidak rertagih alas nasabahnya karena rerdapat salah satu syarat dari Undang

Undang No.I? tahW12000 tidak rerpanuhi. 

Dalam Undang-Undang no. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan 

dalam pasal syarat mengenai penghapusan piutang tidak tertagih rerdapat 

beberapa perubaban pada pasalnya., yaitu: 

1. Telah dibebaakan sebagai biaya dalam laporan !aha rugi komersial 

2. Wajib Pajak barns meoyeruhkan daftar piutang yang tidak dapat dill!gih 

kepada Direktorat Jenderal Pajak, dan 

3. Telab diserabkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau 

i.nstansi penaerintah yang menangani pintang neg- atau adanya petjanjian 

tertulis mengenai pengbapusan piutan[ifpenabebasan utang antara kreditur dan 

debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum 

atau kbusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah 

dibapuskan untuk jnmlah ntang tertentu; 

4. Syarat sebagaimana dimasud pada angka 3 tidak berlaku W1IUk pengbapusan 

piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 

(1) huruf k; Yang pelaksanaanya diatur lebih lanjut dengan atan berdasarkan 

Pemturan Menteri Keuangan. 

Yang termasuk dalam definisi debitur kecil Sesnai dengan Pernturan 

Pemerintah No.l30 tahun 2000 adalah debitur yang memHiki piutang usaba tidak 

lebib besar dari Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiall). Sebingga 

dalam hal ini, apahila terdapat debitur yang memilki nominai piutang usaba 

melebihi ketentuan tersebut, maks tidak dapat dilakukan penghapusan piutang. 

4.2.3 Perbedau perlakuu akuntansi dan perpajakan 

Dalam hal penghapusan piutang tidak tertagih terdapat perbedaan 

perlakuan, dimana dalam hal akuntansi perusahaan melakukan peaghapusan 

piutang alas dasar pencadangan piutang (allowance) yang telab dilakukan, namun 

penghapusan piutang deri sisi pajak dilakukan dangan metode penghapusan 
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langsung (direct write ojJ). Hal ini akan membuat terjadinya perbedaan waktu 

(time difference). 

4.3 Pelunasan Piutang yang tetnb dibapuskan 

Piutang yang dinyatakan tidak tertagih akan dihapusbukukan oleh 

perusahaan. Hal ini dilakakan oleh perusehaan karena piutang teroebut sudah 

dianggap tidak layak disajikaa di neraca. Namun jika ada itikad balk dari 

kOJ!llwnen unruk membayar kembali piutang yang telah dibapusbnkakan tetsebut, 

barus dilakakan pencatatan dan pengnngkapan dalarn laperan kenangan 

perusahaan. Berlkut ini perlakunn akuntansi dan perpajakan ataB pe!WJasan 

piutang kOJ!llUIDen yang telah dibapusbuknkan. 

4.3.1 Perlakuall Akuntansi 

DaJam PSAK No.23, pendapatan adalah arus masuk bruto dati manfaat 

ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama sualn periode hila 

arus masnk terSehut mengakibaikaa kenalkan ekuitas, yang tidak berasal dari 

koolribusi penanaman modal. Sebingga apahila perusehaan menerima kembali 

pelunasan piutang yang telah dibapusbuknkan. maka pelunasan terSebnt masnk 

dalam kategori peodapatan sesuai dengan PSAK No.23 tersebut, dan detnm hal 

pencatatanya dilakakan pada saat perusehaan menerima pelunasan tersebut. SelaJn 

itu perusehaan berkewajiban melaknkan pengungkapan dalam laporan keuangan 

perusahaan. 

DaJam melakakan pengakunn alas pelunasan tersebut, perusahaan barus 

membuat dua ayat jumal, yaitu: 

I. Ayat jumaJ unlnk meneatat kembali piutang yang Ielah dibapus sebingga 

teroatat kembali detnm pembukuan sebagai piutang. 

2. JumaJ unruk mencatat penerimaan kas dari piutang yang telah dibapus. 

JumaJ pencatatan untuk !Iansaksi pelunasan piutang yang teleh dibapuakan 

bila menggunakan me!Dde pencadangan adalah sebagai berik:ut: 

Piutang Useha 

Cadangan Piutang tidak tertagih XXX 
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Kas XXX 

Piutang Usaha XXX 

4.3.2 Perlakuan Perp.ojakan 

Pelllllasan piutang tidak tertagih yang Ielah dibapusbukukan tidak meqjadi 

masalah apabila pelunasan tersebut berada dalam satu tahun buku dengan 

pengbapusan piutang tidak tertagih, katena perusahaan bisa dengan langsWlg 

memasukkan pelnnasan tersebut untuk pengbapuskan sisa kerugian akibat tidak 

tertagihnya piutang nasabah. Namun pelunasan ini menjadi berbeda apahila 

dilakakan pada tahun buku yang berbeda. Pada tahllll buku saat piutang nasabah 

dihapuskan, perusahaan akan mencalat transaksi tersebut sebaga.i kerugian 

perusahaan, namnn pada tahun berikutnya dimana nasabah melukukan pelunasan 

alas piulang tidak tertagih akan meqjadi lambahan pengbasilan bagi perusahaan 

sesua.i dengan definisi pengbasilan dalam Undang·Undang No. 17 tahun 2000 

tenlang Pajak Pengbasilan pasel 4 yang mendefinisikan "penglursilan sebagai 

tambahtm kerrwmpuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak, balk yang berasal 

dari Indanesia maupun /uar lndanesia yang dipakoi untuk konsuT!I$i atau 

menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersang/l:utan" 

Dari definisi dialas berarti bahwa pelunasan konsnmen alas piutang yang 

telah dihapusbukukan dapat dimasukkan sebagai objek pajak yang barus 

dikenakan kewajiban pembayaran pajak dan dikenakan tarif pajak sesua.i Undang

Undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Pengbasilan pasel17 ayat l {b) dengan 

tarif progresif I 0%, 15% dan 30% sesua.i dengan jumlah pelunasan piulang yang 

dilakakan konsnmen. 

4.4 Sita Jaminan 

Agunan merupakan jumlnan bagi perusahaan pembiayaan bila pada suatu 

saat konsnmen tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran kepada 

perusahaan sesua.i dengan konlrak yang dibaat dimuka. Periakuan akonlansi dan 

perpajakan alas sita jaminan pernsahaan pembiayaan sebagai berikut: 

Universitas Indonesia 

Aspek Akuntansi..., Indah Lestari, FEB UI, 2009



55 

4.4.1 Perlakuan Akuntansi 

Datam pedakuan akuntansi. terdapat dua kondisi atas sita jaminan agunan 

yang dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen: 

l. Agunan ternebut diambil alih oleh perusahaan dan diakui sebagai aktiva bagi 

perusahaan 

Jaminan dapat dicatat sebagai aktiva perusahaan yang nilainya sebesar nilai 

aktiva be<Sib setelah dikumngi dengan penyusutan sesuai dengan manfaat 

ekonornis aktiva. Jadi, ayat jurnal yang dicatat adalah sebagai berilrut: 

Piutang Usaha xxx 

Penyisihan Piutang Tidak tertagih xxx 

Aktiva (nilai bersib) 

Piutang Usaha xxx 

2. Agunan diambil alib oleh perusahaan dan dilalrukan penjualan atas agnnan 

terse but 

Pengnngkapan atas adanya jaminan piutang pemhiayaan konsumen hams 

dilakukaa dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, bila dilalrukan 

penjualan atas jaminan tersebut, uang basil penjualan jaminan yang diperoleh 

perusahasn dapat diakui sebagai pelunasan piutang pembiayaan konsumen 

yang bersangkotan. Jadi, ayat jumal yang dieatat adalah sebagai berilrut 

Piutang Usaha xxx 

Penyisihan Piutang Tidak tertagih 

Kas 

Piutang Usaha 

4.4.2 Perlakuan Perpajakan 

XXX 

XXX 

Dalam aspek perpajakan, terdapat dua kondisi yang dapat timbul hila 

konsumen gagal bayar dan te!jadi sita jaminan atas agunan yaitn: 

I. Hak atas agnnan sepenuhnya bendib ke perusahasn 

Hak atas agunan dapat sepenuhnya bendih ke perusabaan saat konsumen gaga! 

bayar hila klausul tersebut dicantnmkan dalam kontrak yaag dibuat dimuka. 

Sehingga perusahasn menjadi penailik bara dari agunan tersebut dan 

perusahaan dapat mamilib untnk mamiliki agunan Jersebut atau menjualnya 
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kemba!L Jika perusahaan memilih untuk memiliki agunan tersebut, maka 

perusahaan mencatatnya agunan sebagai aktiva dengan nilai sebesar piutang 

yang tidak tertagih tersebut 

Namun jika perusahaan memilih untuk menjual agunan yang dijaminkan, pada 

pembukuan perusahaan agunan terlebih dabulu akao dicatat sebngal pelunasan 

piutang dan diakui sebngal aktiva perusahaan. Setelab dilakukan penjualan, 

agunao dinilai berdasarkan harga wajar. Jika nilai wajar agunan lebih tinggi 

dari nilal piutang konsumen (nilai perolehan), maka selisihuya diakui sebagal 

pendapatan karena merupakao objek PPh Pasal 4 angka (1) huruf d dan 

dikenakao tarif pasal 17 UU PPh. Namun jika agunan yang diberikan oleh 

nasabah sehagai pelunasan piutang temyata memilki nilai perolehan lehih 

keeil dari nilai piutang, maka sisa kerugian diakui pernsahaan sebagai 

kerugian usaha. 

Sedangkao untuk aspek PPN yang ada pada transaksi tersebut: 

Jika nasabab adaiab non-PKP maka penyerahan tersebut tidak terutang 

PPN karena Pasal4 huruf a UU No.l8 Tahun 2000 (UU PPN) menyatakan 

bahwa PPN dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di daiam 

Daerah Pabean yang dilakakan oleh Pengusaha. 

Jika konsumen adaiab PKP, dan barang yang disemhkan sebegal agunan 

berupa parsediaan usaha (barang dagang), maka penyeraban agunan 

tersebut terutang PPN karena transaksi tersebut dianggap sebagai 

penjualan barang dagangan (sesual Undang-Undang No. 18 tahun 2000 

mengenal Pajak Petambeban Nilai pasal16D). 

2. Hak atas agunan tetap pada konsumen dan dilakukan perdagangan lelang alas 

agunan tersebut. 

Dolam skema ini digunakan untuk asumsi bahwa barang ngunan yang 

diberikan nasabah pada pernsahaan sebagai penggantian piutang yang tidak 

tertagih berupa aktiva yang memillU nilai lebih besar daripada nilal piutangnya 

maka pada saat pelelangan dilakukan, basil piutang tersebut dikonmgkao 

untuk pembayaran piutaag peda perusabaan, dan sisanya menjadi penghasilan 

begi nasabah. Untuk itu sisa basil penjuolan aktiva dikenakan Pajak 

Penghasiian dengan tarif mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Pajak 
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Penghasilan, dan dasar pengenaan pajak penghasilannya adalah sebesar nilai 

perolehan aktiva pada saat !clang. Sedangkan unt\lk peruaahaan pembiayaan, 

skema ini tidak dikenakan pajak penghasilan, namun sebagai penghapus aU!S 

piutang tidak tertagih nasabah. 

Unt\lk implikasi Pajak Pertambahan Nilai dikenakan sebagai berikut: 

!. Nasabah bukan/non PKP, maka transaksi dalarn skema ini tidak dikenai 

PPN 

2. Jika nasabah merupakan PKP, maka penyerahan agunan terutang PPN 

pada saat penyerahan agunan dari juru lelang kepada pemenang lelang 

(sesua dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai pasallA ayat l 

huruf c dan kewajiban memungnt ada padanasabah sebagai PKP. 

Pembiayaau Komomea: 
Rp 800.000.000,-

Perusahun Pf;mlbiayaau: 
Consumer Finance KONSUMEN 

AGUNAN 

Pelunasan Piutang: 
Rp 800.000.000,-

JURU 
LELANG 

AGUNAN 

Ha.•H Lelang: 

PEMENANG 
LELANG 

Rp 1.000.000.000,-

Garnbar 4.1 Skema ntas agunan yang diambil alih (sum her: diolah penulh~) 

Dari pembahasan dimuka terdapat dua skema sita jarninan yang bisa 

dilakukan oleh perusahaan pembiayaan apabila terdapat lrewajiban dari nasabah 

yang tidak tezpenuhi, narnun pada pmkteknya skema poin satu lebih banyak 

terjadi, dimana nasabah memberikan sepenuhnya bak aU!S agunan pada 

peruaahaan pembiayaan. Untuk langkah selanjutnya apakah agunan tersebut 

dilakukan pelelangan atau penjualan oleh pemaahaan pembiayaan merupakan hal 

yang bemda diiUM tanggung jawah nasabah. lkatan bisnis antar keduanya selesai 

pada saat penyerahan agunan, dan terdapat kesepakatan antara kedua pihak 

tersebut. 
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5.1 Kesimpulan 

BAB5 

PENUTUP 

Dari pembahasan dapat diambil kesimpulan: 

a. Dari aspek akuntansi, unit bisnis pembiayaan korurumen mengaeu pada 

Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. 

Pencadangan piutang tidak rertagih dilakukan dengan metode analisis 

umur piutang (aging schedule), dan kebijakan penetapan persentase 

peneadangan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarlam data historis 

perusabaan mengenai tingkat ketidakrertagihan. 

Untuk pengbapusan piutang tidak tertagih akan dilakukan perusabaan 

apabila terdapat bukti positif yang menyatakan babwa piutang nasahah 

tersebut benar-benar tidak dapat dilakukan proses penagihannya 

- Apabila dalam jangka waktu tertentu setelah perusahaan melakukau 

penghapusbukuan piutang tidak tertagih terdapat itikad baik dari 

nasababnya untuk melakukan pelunasan kembali atas piutangnya kepada 

perusahaan, maka pehmasan tersebut akan menjadi pendapatan bagi 

perusabaan dan menjadi tambahan komponen ekuitas bagi perusahaan. 

- Dalam akta peljanjian antara perusabaan dengan nasabab di awal perikatan 

terdapat poin yang menyatakan bahwa apabi!a dalam jangka waktu 

tertentu nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya, maku dapat 

dilakukan sita jaminan atas agunan. Agunan yang diterima pemsahaan 

dapat diakui sebagai tambaban uktiva pemsahaan, dan dapat juga 

dilakukan penjualan atas agunan tersebut. Hasil penjualan agunan tersebut 

akan menjadi tambahan dalam knmponen pendapatan perusabaan. 

b. Dari aspek perpajukan: 

Dalam bal pencadsngao piutang tidak tertagib, sesuai dengan Undang

Undang No.17 tabun 2000 menganai Pajak Pengbasilan belum 

memasukkan unit bisnis pembiayaan konsumen sebagai unit bisnis yang 

boleb melukukan peneadangan piutang tidak tertagih atas nasababnya. 
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Dalam hal penghapusan piutang tidak tertagih, pemsahaan pemhiayaan 

konsumen mengacu pada Undang-Undang No.l7 tahun 2000 pasal 6 ayat 

I (h). 

Apabila terjadi pelunasan kembali atas piutang tidak tenagih yang telah 

dihapusbukakan, perusahaan mernperlakakan pelunasan tersebut sebagai 

penghasilan sesuai dengan pasal4 Undang-Undang No.l7 tahun 2000 dan 

dikenakan tarif progresif sesuai pasal 17 Undang-Undang No.l7 tahun 

2000. 

Apahila dalam jangka waklu yang Ielah ditentukan, nasabah lidak bisa 

melakakan pelunasan kewajihan piutangnya onaka perusahaan pembiayaan 

konsumen dapat melakakan proses sita jami.nan, dan dalam hal sila 

jaminan secara perpajakan terdapat perbedaan perlakuan Pajak 

Penarnbahan Nilai untuk nasabah l'KI' dan nasabah Nonl'KI'. 

c. Perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan dalam hal pencadangan 

piutang tidak tertagih akan menimbulkan perbedaan temporer (temporary 

different) yang boleh dikurangkan (deductible temporary differences). Narnun 

dalam kondisi terlentu bisa menjadi beda tetap apabila perusahaan pembiayaan 

tidak dapat memenuhi syarat kumulalif dalam Undang-Undang Pajak 

Penghasilan No.I? tahun 2000 pasal6 ayat 1 (h). 

d. Untuk tahun pajak 2009, terdapat peraturan Pajak Penghasilan yang hem yaitu 

Undang-Uadang No.36 tahun 2008 yang telah memasukkan unit bisnis 

pembiayaan konsumen sahagai unit bisnis yang boleb melakakan 

pencadangan piutang tidak tertagib, narnun belwn terdapat peraturan yang 

mengatur mengenai persentase pencadangan piutang tidak terlagih tersebut. 

5.2 Keterbatasan 

Karya akhlr ini metakakan pembatasan hanya pada tahun pajak 2008, 

karena pada tahun pajak 2009 telah diberlakukan aturan pajak yang hem yaitu 

Undang-Uadang No. 38 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan yang 

meaggantikan Undang-Undang No. 17 tahun 2000. 
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5.3 Saran 

Berikut ini saran-saran yang dapat dibcrikan dalam penuHsan karya akhir 

yaitu: 

a. Bagi Akademisi 

Dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai 

pengenaan pajak dan perlakuan akuntansi atas kegiatan pembiayaan konsumen 

(consumer finance). Pada praktiknya perusahaan mwtgkin memiliki cam 

pencadangan yang berbeda-beda secara komersial, penelitian selanjulnya 

dapat memasukkan berbagai metode tersebut gana memberikan sodut pandang 

yang beragam dan dapat meqjadl masukan bagi aparat perpajakan dalam 

menentukan metode dan besaran pencadangan yang lebih mencenninkan 

koodisi sesunggubaya sebingga mernperkecil kemungkinan adanya perbedaan 

perlakuan antara fiskal dan komersial. 

b. Bagi Perusahaan 

Perusahaan pembiayaan lronsumen melalui asnaiasinya (Asosiasi Penisahaan 

Pembiaayaan Indonesia - APPJ) dapat mengajakan snrat kepada Dewan 

Standar Akuntansi Keuangan maupun Direktorat Jenderal Pajak nntuk 

menanyakan mengenai pemWran-penatutan yang menjadi aeuan perusahaan 

nntuk transaksi piutang tidak tertagib atns konsumen. Meskipun memiliki sifat 

bisnis yang identik dengan BPR atau sewa guna usaha, namwt dibutubkan 

ketentuan yang mengatur secara khusus guna mernberikan kepastian hukum 

bagi perusahaan. 

c. Bagi Direktorat Jenderal Pajak 

Perubahan atau munculnya unit bisnis yang banyak dimanfilatkan oleh 

masyarakat sebarusnya diiringi dengan munculnya ketentuan di bidang 

perpajakan. 

d. Bagi Dewan Staodar Akuntansi Keuangan 

Membuat aturan yang secam khusus mengatur tentang perlakuan akuntansi 

(PSAK) pada perusahaan pembiayaan konsumen atau menyusun buku 

panduan terutama mencakup critical accounting issue pada perusahaan 

pembiayaan konsumen (consumer fmance ). 
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